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Laporan Akuntabilitas Kinerja ini disusun 
berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 
53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis 
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata 
Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi 
Pemerintah. Informasi dalam laporan ini disajikan 
secara terintegrasi dan berkala melalui laporan 
kinerja triwulanan sepanjang tahun 2025. Laporan 
Kinerja Inspektorat I Inspektorat Jenderal 
Kementerian Pertanian Tahun 2025 ini bertujuan 
untuk melaporkan tingkat keberhasilan yang telah 
dicapai dan sebagai bentuk pertanggungjawaban 
kepada Inspektur Jenderal Kementerian 
Pertanian selaku pemberi mandat. 

Inspektorat I secara berkelanjutan 
berupaya mendorong perbaikan ekonomi 
pertanian melalui penguatan pengawasan 
terhadap mitra. Pada tahun 2025, sesuai 
tugasnya, Inspektorat I melaksanakan 
penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern, 
pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja 
dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, 
pengawalan, pemantauan, dan kegiatan 
pengawasan lainnya pada unit organisasi lingkup 
Direktorat Jenderal Hortikultura, dan Direktorat 
Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian. 

Apresiasi disampaikan kepada seluruh 
mitra yang telah bekerja sama dengan Inspektorat 
I, termasuk Direktorat Jenderal Hortikultura, 
Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian, 
serta Satker DK, dan TP di seluruh Indonesia. 
Diharapkan kerja sama yang baik ini dapat terus 
berlanjut demi mewujudkan keberhasilan program 
Kementerian Pertanian. 

Sebagai penutup, diharapkan Laporan 
Kinerja ini bermanfaat bagi perbaikan birokrasi 
dan sebagai bentuk pertanggungjawaban 
Inspektorat I, serta menjadi pembelajaran 
berharga bagi generasi mendatang mengenai 
upaya pengawalan dan pengawasan 
pembangunan pertanian yang terus dilakukan 
oleh Inspektorat Jenderal dan Inspektorat I. 
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Laporan Kinerja Inspektorat I Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Pertanian (Kementan) 

Tahun 2025 menyajikan gambaran capaian kinerja atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja 

Inspektorat I Itjen Kementan Tahun 2025. Laporan ini memuat hasil pelaksanaan tugas dan 

fungsi pengawasan internal yang telah dilaksanakan secara terukur dan akuntabel sesuai 

dengan target yang telah ditetapkan.  
 

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Inspektorat I Itjen Kementan menetapkan 3 (tiga) 

Sasaran Kegiatan dengan 3 (tiga) indikator kinerja. 
 

Rincian realisasi capaian indikator kinerja terhadap Sasaran Kegiatan yang ditetapkan dalam 

Perjanjian Kinerja Inspektorat I Itjen Kementan Tahun 2025, disampaikan sebagai berikut: 

1. Capaian Indikator Kinerja Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern 

di Mitra Inspektorat I pada sasaran kegiatan Optimalnya Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil 

Pengawasan Intern di Mitra lnspektorat I, sebesar 107,68%; 

2. Capaian Indikator Kinerja Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan 

eksternal di Mitra Inspektorat I pada sasaran kegiatan Optimalnya Pelaksanaan Tindak 

Lanjut Hasil Pengawasan Eksternal di Mitra lnspektorat I, sebesar 120%; dan 

3. Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan pegawai Inspektorat I, terhadap layanan Tata 

Usaha Inspektorat I pada sasaran kegiatan Meningkatnya Kepuasan Pegawai Lnspektorat 

I Terhadap Layanan Tata Usaha Inspektorat I, sebesar 106,15%. 

Capaian kinerja Inspektorat I Itjen Kementan pada Tahun 2025 dapat dinyatakan “Sangat 

Berhasil”. Hal ini terlihat dari capaian indikator kinerja lebih dari 100%. Berdasarkan 

pengelolaan anggaran, realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2025 adalah senilai 

Rp21.008.022.479,00 (98.95%) atau 98,26% dari pagu awal setelah pagu blokir, serta 76,32% 

dari total pagu anggaran senilai Rp27.527.787.000,00. Sedangkan untuk realisasi keluaran 

kegiatan (output) juga menunjukkan hasil yang sangat baik dengan capaian output sebesar 

163 laporan (110,88%) dari target yang telah ditetapkan sebesar 147 laporan. Capaian kinerja 

Inspektorat I Itjen Kementan tersebut diharapkan dapat terus ditingkatkan.dari tahun ke tahun 

sehingga untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan upaya dan komitmen bersama secara 

berkelanjutan.

vi 



1 
 

Laporan Kinerja Inspektorat I 2025 

 
PENDAHULUAN  
1.1. Latar Belakang  

Inspektorat I bertanggung jawab untuk menyiapkan perumusan kebijakan teknis 

dan melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan di unit 

organisasi yang berada di lingkungan Direktorat Jenderal Hortikultura dan Direktorat 

Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian. Kegiatan pengawasan dilakukan melalui audit, 

reviu, evaluasi, pengawalan, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.  

Terdapat pergeseran paradigma dalam peran auditor, dari yang sebelumnya 

menekankan pada audit kepatuhan (compliance audit) terhadap aturan, menjadi  lebih 

berperan sebagai konsultan yang membantu mengidentifikasi akar permasalahan dan 

dampak dari suatu penyimpangan. Rekomendasi yang diberikan auditor berfungsi 

untuk menghilangkan faktor penyebab masalah dan meminimalkan dampak negatif 

yang ditimbulkan. Dengan demikian, diharapkan setiap kegiatan dapat dilaksanakan 

secara efektif, efisi, en, dan ekonomis. Pergeseran ini juga meningkatkan peran auditor 

dalam penjaminan kualitas (quality assurance) dengan mengoptimalkan kemampuan 

dan kapasitas yang dimilikinya, sehingga memperkuat posisinya sebagai katalisator 

perubahan. 

Inspektorat I melalui penjaminan kualitas berupaya memberikan keyakinan yang 

memadai kepada mitra bahwa program dan kegiatan mereka akan berjalan efektif dan 

efisien. Keyakinan ini didukung oleh rekomendasi yang akurat dan implementatif, yang 

diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pengelola program di tingkat eselon I untuk 

memberikan nilai tambah dan mendukung pencapaian tujuan Kementerian Pertanian. 

Sebagai lembaga publik, Inspektorat I berkewajiban melaporkan pelaksanaan 

APBN sebagai wujud akuntabilitas, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, 

Kolusi, dan Nepotisme, akuntabilitas merupakan prinsip penting dalam good 

governance. Prinsip ini mengharuskan setiap kegiatan dan hasilnya dalam 

penyelenggaraan negara dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai 

pemegang kedaulatan tertinggi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 
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Laporan Kinerja tahun 2025 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban 

Inspektorat I atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, sekaligus memenuhi Kontrak 

Kinerja sebagai komitmen pengelolaan Indikator Kinerja Utama (IKU) di setiap unit 

eselon II. Laporan ini berfungsi sebagai alat pengendalian dan pendorong peningkatan 

kinerja Inspektorat I, serta sebagai sarana untuk menerima masukan dari pemangku 

kepentingan (stakeholders) demi perbaikan kinerja di masa mendatang. 

Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban internal dan pemenuhan Kontrak 

Kinerja, penyusunan Laporan Kinerja juga diamanatkan oleh peraturan perundang-

undangan antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia 

Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 

53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata 

Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

 

1.2. Tugas Pokok dan Fungsi 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia (Permentan) Nomor 02 

Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Pasal 224 

disebutkan bahwa Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan penyusunan 

kebijakan teknis pengawasan intern, pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja 

dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, pemantauan dan kegiatan 

pengawasan lainnya pada unit organisasi lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura dan 

Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian. Selain itu, berdasarkan Pasal 225 ayat 

(1) dan (2) Permentan Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Pertanian dan Peraturan Menteri Pertanian, Inspektorat I 

menyelenggarakan fungsi : 

a. Penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran Inspektorat I; 

b. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern lingkup Inspektorat I; 

c. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, 

reviu, evaluasi, pengawalan, dan pemantauan, serta kegiatan pengawasan lainnya; 
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d. Penyusunan laporan hasil pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan, 

serta pengawasan lainnya;  

e. Pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat I; dan 

f. Melakukan upaya pencegahan dalam pengawasan intern terhadap kinerja dan 

keuangan. 

 

1.3. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia 

1.3.1 Struktur Organisasi 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 

2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian pasal 226 

menetapkan Struktur Inspektorat terdiri atas Subbagian Tata Usaha dan 

Kelompok Jabatan Fungsional serta jabatan pelaksana. 

Adapun struktur organisasi Inspektorat I dapat dilihat pada bagan berikut.

 

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Inspektorat I 

 

STRUKTUR ORGANISASI 

  
 

Sesuai dengan Gambar 1.1. di atas, dalam melaksanakan tugasnya, Inspektur 

membawahi: 

 

a. Subbagian Tata Usaha  

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana 

kegiatan dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan sumber daya 
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manusia, keuangan, rumah tangga, penatausahaan barang milik negara, 

persuratan, kearsipan lingkup Inspektorat I. 

b. Kelompok Jabatan Fungsional 

Mempunyai tugas melakukan kegiatan pengawasan sesuai dengan jabatan 

fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

1.3.2 Sumber Daya Manusia 

 Sumber Daya Manusia Inspektorat I posisi per 31 Desember 2025 dapat disampaikan 

sebagai berikut. 

a. Komposisi SDM Inspektorat I 

Sebaran sumber daya pegawai pada unit kerja Inspektorat I dapat dilihat dalam tabel 

dibawah ini. 
Tabel 1.1. Keragaan Sumber Daya Manusia Inspektorat I Per 1 Juni 2025 

No Sumber Daya Manusia Jumlah 

1. Pejabat Struktural:   

  a. Inspektur I 1 

  b. Kasubag TU 1 

  c. Fungsional Umum 4 
  Jumlah 6 

2. Pejabat Fungsional Auditor:   

  a. Auditor Ahli Utama 1 

  b. Auditor Ahli Madya 10 

  c. Auditor Ahli Muda 12 

  d. Auditor Ahli Pertama 8 

 e. Calon Auditor 4 

  Jumlah 35 

  Total 41 
Sumber data: Bagian Kepegawaian Itjentan, Desember 2025 
 

Terdapat perubahan komposisi sumber daya manusia dengan adanya 1 Auditor 

Utama yang memasuki masa purna bakti. Sehingga total sumber daya manusia 

lingkup Inspektorat I per 31 Desember 2025 sebanyak 40 personil. 
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Gambar 1.2. Grafik Komposisi Kelompok Jabatan Fungsional Inspektorat I 

 

Berdasarkan kondisi yang telah diuraikan sebelumnya, komposisi Jabatan 

Fungsional Auditor (JFA) di Inspektorat I hingga akhir Desember 2025 menunjukkan 

jumlah Auditor Ahli Muda sebagai yang terbanyak. Diikuti oleh Auditor Ahli Madya 

sebagai jumlah personel terbanyak kedua. Defisit personil auditor berada pada 

jenjang Auditor Ahli Utama dan Auditor Ahli Pertama sehingga dalam pelaksanaan 

tugas pengawasan seringkali Auditor Ahli Madya turun peran menjadi Ketua Tim dan 

Auditor Ahli Muda menjadi Anggota Tim.  

Pengembangan SDM Inspektorat I, dilaksanakan melalui program Penjenjangan 

Diklat Jabatan Fungsional Auditor (JFA), diklat teknis substansi pengawasan, dan 

kegiatan workshop/seminar/PKS di bidang pengawasan. 

b. Komposisi SDM Inspektorat Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Tabel 1.2. Komposisi SDM Inspektorat Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

No Tingkat Pendidikan Jumlah (Orang) 
1. S3 0 
2. S2 28 
3. S1 9 
4. D3 2 
5. SLTA 2 
 Jumlah 41 

Sumber data: Bag. Kepegawaian Itjentan, Desember 2025 

Klasifikasi berdasarkan jenjang pendidikan terdiri atas S2 sebanyak 28 orang, S1 

sebanyak 9 orang, D3 sebanyak 2 orang, dan SLTA sebanyak 2 orang. 

c. Kendala dan alternatif solusi terkait SDM 

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi pengawasannya, Inspektorat I tidak 

hanya berkoordinasi dengan Eselon I Mitra, tetapi juga dengan berbagai pihak 

eksternal dan internal, antara lain Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) 
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kementerian dan lembaga lain, Inspektorat Daerah, dan BPKP, sesuai kebutuhan 

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut, Inspektorat I juga 

menjalin koordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai aparat 

pengawas eksternal pemerintah. Koordinasi dengan BPK ini bertujuan untuk 

mewujudkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) melalui pendekatan preventif, 

yaitu melalui kegiatan pengawalan dan tindak lanjut atas temuan BPK. 

Secara umum kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2025 adalah sebagai 

berikut. 

1) Audit Kinerja dan Audit Ketaatan Pada Satker Lingkup Direktorat Jenderal 

Hortikultura dan Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian; 

2) Pengawalan SPIP Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura dan Direktorat 

Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian; 

3) Evaluasi SAKIP Eselon I Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura serta 

Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian; 

4) Evaluasi Program Strategis Eselon I Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura 

serta Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian; 

5) Reviu Laporan Keuangan dan Reviu RKA-K/L pada satker lingkup Direktorat 

Jenderal Hortikultura dan Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian dan 

Laporan Keuangan Kementerian; 

6) Pemantauan penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan, baik rekomendasi 

hasil pengawasan internal maupun hasil pengawasan eksternal (BPK-RI); dan 

7) Layanan Audit Internal. 

Permasalahan yang dihadapi Inspektorat I dalam menjalankan tugas dan fungsinya 

antara lain sebagai berikut: 

1) Jumlah sumber daya manusia (SDM) auditor dan alokasi anggaran yang terbatas 

jika dibandingkan dengan banyaknya auditi, menyebabkan terbatasnya jumlah 

satuan kerja (satker) yang dapat diaudit.  

2) Komposisi tingkatan jabatan auditor di Inspektorat I kurang ideal. Jumlah Auditor 

Ahli Muda, yaitu 12 orang (34,29%), lebih banyak dibandingkan Auditor Madya 

yang hanya 10 orang (28,57%). Sementara itu, jumlah Auditor Ahli Pertama 

adalah 8 orang (22,86%) dan Calon Auditor adalah 4 orang (11,43%), serta 

Auditor Utama sebanyak 1 orang (yang telah memasuki masa purna tugas per 1 

Desember 2025) dari total 35 auditor. Ketidakseimbangan ini berdampak pada 
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penugasan tim, di mana Auditor Ahli Madya dan Ahli Muda terkadang harus 

menjalankan tugas yang seharusnya diemban oleh tingkatan di bawahnya. 

3) Penerapan pengawasan berbasis Teknologi Informasi (TI) belum optimal di 

kalangan auditor. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain sistem 

aplikasi yang belum sepenuhnya sempurna, dan kurangnya pemahaman auditor 

dalam pemanfaatan TI, jenis data dan validitas data yang beragam di tingkat 

satker, serta baru terdapat 6 dari 35 auditor (17,14%) yang memiliki sertifikasi di 

bidang Audit TI.  

Selain itu, peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) 

melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) profesi mengalami kendala terkait 

penjadwalan. Penetapan waktu pelaksanaan diklat sepenuhnya berada di tangan 

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai institusi 

pembina APIP.  

Inspektorat I juga telah dilakukan penjaminan kualitas berupa Telaah Sejawat Intern 

oleh Inspektorat Investigasi pada tahun 2024 dan Insektorat IV pada tahun 2025. 

 

1.4. Isu Strategis 

Memasuki Tahun 2025, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian melanjutkan 

dan memperkuat pelaksanaan kebijakan pengawasan intern melalui optimalisasi 

peran assurance dan consulting terhadap program-program strategis ketahanan 

pangan nasional. Fokus pengawasan diarahkan pada kegiatan optimasi lahan 

(oplah) dan kegiatan cetak sawah sebagai bagian integral dari program perluasan 

areal tanam, yang bertujuan meningkatkan produksi pangan nasional serta 

mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lahan dan air di tengah meningkatnya 

risiko perubahan iklim global dan ketidakpastian pasokan pangan. Anggaran 

kegiatan optimasi lahan dan kegiatan cetak sawah dibiayai oleh Direktorat Jedneral 

Lahan dan Irigasi Pertanian yang merupakan mitra Inspektorat I.  

Sejalan dengan kompleksitas program dan luasnya wilayah pelaksanaan kegiatan 

optimasi lahan dan kegiatan cetak sawah, pengawasan intern memegang peran 

penting dalam memastikan bahwa seluruh kebijakan, program, dan kegiatan 

dilaksanakan secara akuntabel, efektif, efisien, serta sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan dan perencanaan yang telah ditetapkan. 
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Hasil pengawasan menunjukkan bahwa kualitas perencanaan menjadi faktor 

penentu keberhasilan pelaksanaan program strategis sektor pertanian. Pada 

sejumlah kegiatan, perencanaan belum sepenuhnya didukung oleh kesiapan 

teknis, kejelasan data dasar, dan kelengkapan persyaratan administratif. Kondisi 

tersebut berpotensi menimbulkan penyesuaian pelaksanaan di tengah tahun 

anggaran, mengurangi ketepatan sasaran kegiatan, serta memengaruhi capaian 

kinerja yang diharapkan. 
 

Dalam pelaksanaannya, ketepatan waktu realisasi kegiatan juga masih 

memerlukan perhatian yaitu terdapat keterlambatan pelaksanaan yang 

dipengaruhi oleh proses pengadaan, kesiapan pelaksana, serta kendala teknis dan 

lingkungan. Dampak dari keterlambatan tersebut tidak hanya berimplikasi pada 

rendahnya capaian fisik pada periode berjalan, tetapi juga berpotensi pemanfaatan 

hasil kegiatan oleh penerima manfaat menjadi tertunda. 
 

Aspek kepatuhan terhadap ketentuan teknis dan administratif turut menjadi fokus 

pengawasan. Variasi dalam penerapan standar teknis, pemenuhan dokumen 

pendukung, serta pengendalian kontrak menunjukkan bahwa pengendalian intern 

pada tingkat pelaksana masih perlu diperkuat. Ketidaksesuaian tersebut 

berpotensi menurunkan kualitas output kegiatan dan meningkatkan risiko 

ketidaktercapaian tujuan program. 
 

Dari sisi tata kelola, efektivitas koordinasi antara unit kerja pusat dan daerah serta 

para pemangku kepentingan terkait belum sepenuhnya optimal. Pelaksanaan 

program sektor pertanian yang bersifat lintas unit dan lintas wilayah menuntut 

sinergi yang kuat agar perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan hasil 

kegiatan dapat berjalan selaras. Keterbatasan koordinasi berpotensi menghambat 

kelancaran pelaksanaan kegiatan dan memperlambat penyelesaian permasalahan 

di lapangan. 

Pengawasan juga menyoroti pentingnya keandalan data dan sistem pelaporan 

kinerja. Masih ditemukannya perbedaan antara laporan administrasi dan kondisi 

aktual di lapangan menunjukkan perlunya penguatan mekanisme verifikasi dan 

validasi data. Data yang tidak akurat berisiko melemahkan kualitas evaluasi kinerja 

serta mengurangi ketepatan pengambilan keputusan manajerial dan kebijakan. 
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Selain pencapaian output, keberlanjutan hasil pembangunan pertanian menjadi 

aspek yang tidak terpisahkan dari tujuan program. Hasil pengawasan 

mengindikasikan bahwa kegiatan fisik berpotensi belum memberikan manfaat 

optimal apabila tidak diikuti dengan dukungan pasca kegiatan, pendampingan 

teknis, serta pengelolaan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pengawasan perlu 

mendorong orientasi kinerja yang tidak hanya berfokus pada penyelesaian 

kegiatan, tetapi juga pada pencapaian outcome. 
 

Berdasarkan kondisi tersebut, arah pengawasan sektor pertanian tahun 2025 

difokuskan pada penguatan pengawasan berbasis risiko, peningkatan fungsi 

peringatan dini, serta optimalisasi peran assurance dan consulting. Pendekatan ini 

diharapkan mampu mendorong perbaikan tata kelola, meningkatkan efektivitas 

pelaksanaan program, serta memastikan bahwa pembangunan sektor pertanian 

memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan sesuai dengan sasaran 

pembangunan nasional. 
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PERENCANAAN KINERJA  
2.1. Rencana Strategis  

Inspektorat I dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berpedoman dan mengacu 

pada Dokumen Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian 

Tahun 2025 - 2029 yang di dalamnya memuat tentang visi, misi, tujuan dan sasaran 

Inspektorat Jenderal. Adapun visi Inspektorat Jenderal adalah “Menjadi Trusted 

Advisor dalam Mewujudkan Pertanian Maju Berkelanjutan serta Bermanfaat 

Bagi Rakyat Indonesia”. 

2.1.1 Pernyataan Visi 

Kondisi yang ingin dicapai oleh Inspektorat I Inspektorat Jenderal 

Kementerian Pertanian selama lima tahun serta gambaran menyeluruh 

mengenai peranan dan fungsi Inspektorat I Inspektorat Jenderal 

Kementerian Pertanian adalah "Menjadi Trusted Advisor dalam 

Mewujudkan Pertanian Maju Berkelanjutan serta Bermanfaat Bagi 

Rakyat Indonesia". 
 

Penjabaran dan definisi visium Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut. 

Trusted Advisory; Inspektorat Jenderal sebagai mitra yang dipercaya 

karena independensi, objektivitas, dan profesionalismenya dalam 

memberikan pandangan strategis, berbasis risiko dan bukti, melalui 

pendampingan, asistensi, dan rekomendasi strategis kepada pimpinan dan 

unit kerja untuk mendukung pengambilan keputusan pimpinan, serta 

memberikan nilai tambah melalui identifikasi risiko, peringatan dini (early 

warning), dan rekomendasi strategis yang memperkuat akuntabilitas, 

efektivitas kinerja, dan tata kelola pembangunan pertanian tanpa 

mengurangi independensi pengawasan. 

Pertanian Maju; Pertanian Indonesia akan mengikuti perkembangan zaman, 

mengadopsi teknologi dan praktik pertanian terkini pada seluruh rantai 

proses utama pertanian, meliputi penyiapan prasarana dan sarana pertanian, 

budidaya pertanian, pasca panen komoditas pertanian, pengolahan 

komoditas pertanian, serta pemasaran komoditas pertanian. 

Pertanian Berkelanjutan; Bab I, Pasal 1, angka 1 Undang – undang Nomor 

22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, yang 
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telah disesuaikan menjadi  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja adalah pengelolaan sumber daya alam 

hayati dalam memproduksi komoditas pertanian guna memenuhi kebutuhan 

manusia secara lebih baik dan berkesinambungan dengan menjaga 

kelestarian lingkungan hidup. Dalam praktik pertanian berkelanjutan, sumber 

daya pertanian yang dimiliki saat ini harus dapat dinikmati sampai generasi 

berikutnya. Selain itu, pelaksanaan sistem budidaya pertanian berkelanjutan 

sekaligus mendukung pelaksanaan kebijakan ekonomi sirkular pada 

pembangunan nasional, dimana peran sektor pertanian adalah melalui 

penerapan pertanian berkelanjutan. 

Pertanian yang Bermanfaat bagi Rakyat Indonesia; Pembangunan 

pertanian juga harus dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya 

bagi kepentingan rakyat; 

2.1.2 Pernyataan Misi  

Dalam menerapkan Misi Kementerian Pertanian, Inspektorat I mendukung 

komitmen Kementerian Pertanian dalam membangun sektor pertanian yang 

maju, madiri, modern, serta memberikan manfaat nyata bagi peningkatan 

kesejahteraan rakyat indonesia, melalui Misi Inspektorat Jenderal yaitu: 

a. Meningkatkan Reformasi Birokrasi di lingkup Direktorat Jenderal dan 

Irigasi Pertanian serta Direktorat Jedneral Hortikultura; 

b. Mewujudkan Pengawasan Intern yang Inovatif dan Adaptif. 

2.1.3 Tujuan dan Sasaran Strategis 

Renstra Inspektorat Jenderal merupakan renstra terakhir, diterbitkan dengan 

Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian nomor 

5180/Kpts./RC.020/G/12/2025 tentang Rencana Strategis Inspektorat 

Jenderal Kementerian Pertanian 2025-2029, tanggal 31 Desember 2025. 

Tujuan Inspektorat Jenderal merupakan kondisi yang ingin dicapai dalam 

jangka menengah sebagai penjabaran langsung dari visi dan misi 

Inspektorat Jenderal Tahun 2025-2029. Sedangkan tujuan Inspektorat I 

selaras dengan Inspektorat Jenderal, yang meliputi : 

a. Terwujudnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi lingkup Mitra Inspektorat 

I yang transparan, akuntabel, dan profesional; 
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b. Terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di lingkup Mitra 

Inspektorat I; dan 

c. Terwujudnya pengawasan intern yang andal, profesional, inovatif, dan 

adatif dalam mengawal akuntabilitas Program Pembangunan Pertanian 

di lingkup Mitra Inspektorat I. 

 

Renstra Inspektorat Jenderal telah dilengkapi dengan Manual Indikator 

Kinerja Utama Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2025-

2029, sebagai alat untuk mengukur capaian sasaran kegiatan. 

Berdasarkan Renstra Inspektorat Jenderal Tahun 2025-2029, target kinerja 

Inspektorat I dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 2.1.  Target Kinerja Inspektorat I Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian 
Tahun 2025-2029 

 

NO SASARAN 
KEGIATAN 

INDIKATOR KINERJA 
KEGIATAN 

SATUAN 
TARGET 

2025 2026 2027 2028 2029 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

PRORGAM DUKUNGAN MANAJEMEN PADA SATKER LINGKUP SETJEN, DIREKTORAT JENDERAL 
HORTIKULTURA DAN BPPSDMP 

1 Optimalnya 
pelaksanaan 
tindak lanjut 
hasil 
pengawasan 
intern di Mitra 
Inspektorat I 

Persentase pelaksanaan 
tindak lanjut hasil 
pengawasan intern di 
Mitra Inspektorat I %  90,0 90,5 91,0 91,5 92,0 

2 Optimalnya 
pelaksanaan 
tindak lanjut 
hasil 
pemeriksaan 
BPK di Mitra 
Inspektorat I 

Persentase pelaksanaan 
tindak lanjut hasil 
pemeriksaan BPK di 
Mitra Inspektorat I % 80,0 80,5 81,0 81,5 82,0 

3 Meningkatnya 
kepuasan 
pegawai 
Inspektorat I 
terhadap 
layanan Tata 
Usaha 
Inspektorat I 

Indeks kepuasan 
pegawai Inspektorat I 
terhadap layanan Tata 
Usaha Inspektorat I Skala 

Likert 
3,25 3,26 3,27 3,28 3,29 

Sumber: Draft Renstra Inspektorat Jenderal Tahun 2025-2029 (2026) 

2.1.4 Kebijakan dan Program Pengawasan 

a. Kebijakan Pengawasan Intern 

Kebijakan pengawasan intern Inspektorat Jenderal Kementerian 

Pertanian mengacu pada pada TAP MPR RI No.XI/MPR/1998 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan 

Nepotisme, Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang 

Kementerian Pertanian, Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 
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tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Keputusan 

Menteri Pertanian RI Nomor 645/KPTS/PW.310/M/08/2022 tentang 

Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Pertanian Tahun 2022-2024 

serta peraturan lainnya untuk mewujudkan penyelenggaraan 

pembangunan pertanian yang bertanggung jawab, bersih dan bebas 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan mendorong institusi pertanian 

yang akuntabel melalui pengawasan yang bersih dan profesional.  

Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Inspektorat I mempunyai tugas 

melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan pengawasan 

intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, 

pengawalan, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya pada unit 

organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Hortikultura, dan Direktorat 

Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Pertanian.  

Arah kebijakan pengawasan Inspektorat I, selaras dengan arah kebijakan 

pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian yang 

diarahkan untuk memperkuat peran pengawasan intern yang berorientasi 

pada pencegahan melalui pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, 

pengawalan, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya. Arah 

kebijakan ini difokuskan untuk mendukung terwujudnya tata kelola 

pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan berintegritas, dengan 

sasaran utama sebagai berikut: 

1. Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi yang efektif, 

trasparan, dan berkelanjutan sesuai kewenangan Inspektorat I; 

2. Meningkatkan kualitas, profesionalisme, dan integritas 

penyelenggaraan pemerintahan melalui pencegahan terjadinya 

penyimpangan, penyalahgunaan wewenang, serta praktik korupsi, 

kolusi, dan nepotisme (KKN); 

3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan 

keuangan negara serta pelaksanaan program pembangunan 

pertanian; 

4. Meningkatkan efektivitas pengawasan intern; 
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5. Memperkuat implementasi manajemen risiko di lingkup mitra 

Inspektorat I sebagai bagian dari penerapan Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi; 

6. Penguatan kompetensi sumber daya manusia; 

7. Penguatan kelembagaan dan proses bisnis pengawasan; dan 

8. Melaksanakan transformasi pengawasan intern menuju pengawasan 

berbaisi digital. 

Semua strategi pengawasan yang akan ditempuh kedepan diarahkan 

bersifat pre-emtif, preventif, represif, dan korektif, sehingga terhadap 

kesalahan/penyimpangan dapat terdeteksi secara dini yang pada 

akhirnya tujuan dan sasaran kegiatan pembangunan pertanian dapat 

dicapai secara efektif dan efisien. 

b. Program Kegiatan 

Kebijakan pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat I selama tahun 

2025 pada satker Direktorat Jenderal Hortikultura dan Direktorat Jenderal 

Lahan dan Irigasi Pertanian Pertanian, terdiri dari:  

1) Audit Kinerja satker daerah; 

2) Audit Ketaatan satker kantor pusat dan daerah; 

3) Pengawalan SPIP;  

4) Evaluasi terhadap AKIP unit kerja Eselon I; 

5) Evaluasi Program Strategis unit kerja Eselon I;  

6) Reviu Laporan Keuangan;  

7) Reviu Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L);  

8) Tindak lanjut hasil pengawasaan eksternal;  

9) Tindak lanjut hasil pengawasaan internal; 

10) Menghadiri undangan pengawasan;  

11) Reviu Aplikasi BAST 526;  

12) Reviu persiapan pengadaan barang/jasa (Harga Perkiraan Sendiri 

(HPS));  

13) Pendampingan penyusunan/evaluasi LAKIN & pelaksanaan RB;  

14) Fasilitasi pelaksanaan pengawasan;  

15) Pendampingan Workshop Penyusunan Laporan Keuangan Eselon I 

dalam rangka mendukung WTP;  
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16) Pengawasan dan pendampingan dalam rangka Optimasi Lahan dan 

Cetak Sawah Rakyat Inspekorat I. 

c. Langkah Operasional 

Langkah-langkah operasional kegiatan pengawasan intern Inspektorat Jenderal 

Kementerian Pertanian terhadap program pembangunan pertanian untuk 

mewujudkan kedaulatan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani 

dengan metodologi audit berbasis risiko sebagai berikut. 

1) Identifikasi risiko unit kerja dan kegiatan terkait program peningkatan 

kedaulatan pangan; 

2) Fasilitasi unit kerja dalam manajemen risiko melalui identifikasi dan analisis 

risiko; 

3) Reviu register risiko unit kerja menjadi audit universe Inspektorat Jenderal; 

4) Analisis target-target kinerja dan pemetaan (mapping) dalam periode 

reguler; 

5) Evaluasi berbasis penyimpangan (gap) signifikan dan audit berbasis 

sampling. 

 

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025  
 

Sebagai implementasi dari penerapan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi (RB) No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis 

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah (LAKIN), Inspektorat I telah menyusun Perjanjian Kinerja (PK) 

Tahun 2025. Hal tersebut berfungsi sebagai acuan/tolok ukur evaluasi akuntabilitas 

kinerja, yang merupakan ikhtisar rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2025.  

Perjanjian Kinerja Inspektorat I Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 

2025 merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan Inspektorat Tahun 2025 yang 

akan dicapai dan disepakati antara pihak yang menerima amanah/pengemban tugas 

dan penanggungjawab kinerja dalam hal ini Inspektur I Inspektorat Jenderal 

Kementerian Pertanian dengan pihak yang memberikan amanah/tugas dan tanggung 

jawab kinerja yaitu Inspektur Jenderal dengan mempertimbangkan sumber daya yang 

tersedia. 

Seperti telah dijelaskan pada point 2.1.3 bahwa Renstra Inspektorat Jenderal 

diterbitkan dengan Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian nomor 
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5180/Kpts./RC.020/G/12/2025 tentang Rencana Strategis Inspektorat Jenderal 

Kementerian Pertanian 2025-2029, tanggal 31 Desember 2025. Renstra tersebut telah 

dilengkapi dengan Manual Indikator Kinerja Utama Inspektorat Jenderal Kementerian 

Pertanian Tahun 2025-2029. 

Perjanjian Kinerja tersebut merupakan penjabaran dari Kegiatan Pengawasan pada 

Satker lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura dan Direktorat Jenderal Lahan dan 

Irigasi Pertanian Pertanian Kementerian Pertanian, dengan total anggaran senilai 

Rp27.527.787.000,00. Adapun rincian Perjanjian Kinerja Inspektorat I Tahun 2025 

yang berisi sasaran, indikator kinerja sasaran, beserta target yang ditetapkan adalah 

sebagai berikut. 

 
Tabel 2.2.  Perjanjian Kinerja Inspektorat I Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 

2025 
No Sasaran Kegiatan Kode Indikator Kinerja  Target 
1 Optimalnya pelaksanaan tindak 

lanjut hasil pengawasan intern 
di Mitra Inspektorat I 

1-1 Persentase pelaksanaan tindak lanjut 
hasil pengawasan intern di Mitra 
Inspektorat I 

90,0% 

2 Optimalnya pelasanaan tindak 
lanjut hasil pemeriksaan BPK di 
Mitra Inspektorat I 

2-1 Persentase pelaksanaan tindak lanjut 
hasil pemeriksaan BPK di Mitra 
Inspektorat I 

80.00% 

3 Meningkatnya kepuasan 
pegawai Inspektorat I terhadap 
layanan Tata Usaha Inspektorat 
I 

3-1 Indeks kepuasan pegawai 
Inspektorat I, terhadap layanan Tata 
Usaha Inspektorat I 

3,25 Skala 
Likert 

Sumber: Perjanjian Kinerja Inspektur I Kementerian Pertanian 

 

Rencana Kinerja Tahunan Inspektorat I Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian 

Tahun 2025 merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target 

kinerja (berupa output dan atau outcome) yang ingin diwujudkan oleh Inspektorat I 

Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian pada satu tahun tertentu.  

Perjanjian kinerja didukung dengan alokasi anggaran, dengan rincian sebagaimana 

tabel berikut:  
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Tabel 2.3. Alokasi Anggaran Awal Inspektorat I Tahun Anggaran 2025 

NO
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/ KOMPONEN/AKUN/URAIAN 

PENGELUARAN
 PAGU (Rp,00) 

1

051 Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti Mitra Inspektorat I 1.656.909.000                

052
Evaluasi Program Strategis pada Satker Lingkup Mitra Kerja 
Inspektorat I 1.289.548.000                

053 Pengawasan Lainnya lingkup Inspektorat I 3.053.985.000                

054
Pendampingan Workshop Penyusunan LK Es.I dalam rangka 
mendukung WTP 14.617.299.000              

2 2.205.510.000                
3 9.439.200.000                

4 998.810.000                   
5 1.394.802.000                

34.656.063.000              TOTAL

Layanan Audit Internal Inspektorat I

Laporan Hasil Audit Pada Satker Lingkup Mitra Kerja Inspektorat I
Laporan Hasil Pengawalan SPIP pada Satker Lingkup Mitra Kerja 

Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Eselon I Lingkup Mitra Kerja Inspektorat I
Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan dan Reviu RKAKL pada Sakter 

 

Setelah dilakukan realokasi anggaran ke Inpektorat III senilai Rp7.128.276.000,00, 

pagu anggaran Inspektorat I menjadi senilai Rp27.527.787.000,00 dengan rincian 

pada tabel 2.4. berikut. 

 
Tabel 2.4.  Alokasi Anggaran Inspektorat I Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 

2025 Setelah Realokasi Anggaran ke Inspektorat III 

NO
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/ KOMPONEN/AKUN/URAIAN 

PENGELUARAN
 PAGU (Rp,00) 

1

051 Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti Mitra Inspektorat I 1.656.909.000                

052
Evaluasi Program Strategis pada Satker Lingkup Mitra Kerja 
Inspektorat I 1.289.548.000                

053 Pengawasan Lainnya lingkup Inspektorat I 3.053.985.000                

054
Pendampingan Workshop Penyusunan LK Es.I dalam rangka 
mendukung WTP 10.810.223.000              

2 2.205.510.000                
3

6.118.000.000                

4 998.810.000                   
5

1.394.802.000                

27.527.787.000              TOTAL

Layanan Audit Internal Inspektorat I

Laporan Hasil Audit Pada Satker Lingkup Mitra Kerja Inspektorat I
Laporan Hasil Pengawalan SPIP pada Satker Lingkup Mitra Kerja 
Inspektorat I
Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Eselon I Lingkup Mitra Kerja Inspektorat I
Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan dan Reviu RKAKL pada Sakter 
Lingkup Mitra Kerja Inspektorat I

 

Dari Pagu Anggaran tersebut terdapat blokir AA senilai Rp6.296.696.000,00 tanpa 

adanya perubahan target output.  

Alokasi anggaran Inspektorat I TA. 2025, dengan rincian sebagai berikut. 

Tabel 2.5.  Alokasi Anggaran Inspektorat I Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 
2025 Setelah Blokir AA 

NO KODE SASARAN KEGIATAN
 PAGU ANGGARAN 
SEBELUM BLOKIR 

(Rp) 
 BLOKIR (Rp) 

 PAGU ANGGARAN 
SETELAH BLOKIR (Rp) 

1 -                                         
051 Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti Mitra Inspektorat I 1.656.909.000             257.400.000             1.399.509.000                   

052
Evaluasi Program Strategis pada Satker Lingkup Mitra Kerja 
Inspektorat I 1.289.548.000             -                               1.289.548.000                   

053 Pengawasan Lainnya lingkup Inspektorat I 3.053.985.000             653.546.000             2.400.439.000                   

054
Pendampingan Workshop Penyusunan LK Es.I dalam rangka 
mendukung WTP 10.810.223.000           4.924.416.000          5.885.807.000                   

2 2.205.510.000             -                               2.205.510.000                   

3 6.118.000.000             -                               6.118.000.000                   

4 998.810.000                -                               998.810.000                      

5 1.394.802.000             461.334.000             933.468.000                      
27.527.787.000           6.296.696.000          21.231.091.000                 

Layanan Audit Internal Inspektorat I

TOTAL

Laporan Hasil Audit Pada Satker Lingkup Mitra Kerja Inspektorat I
Laporan Hasil Pengawalan SPIP pada Satker Lingkup Mitra Kerja 
Inspektorat I
Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Eselon I Lingkup Mitra Kerja 
Inspektorat I
Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan dan Reviu RKAKL pada 
Sakter Lingkup Mitra Kerja Inspektorat I

 

Sumber: DIPA Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian TA. 2025 
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Secara umum, pencapaian indikator kinerja tersebut di atas didukung dengan target 

kegiatan yang akan dilaksanakan pada TA. 2025 dengan dukungan anggaran dari 

DIPA Inspektorat Jenderal TA. 2025.  

Target output kegiatan lingkup Inspektorat I secara rinci sebagaimana tabel berikut. 
 
Tabel 2.6.  Alokasi Anggaran Inspektorat I Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 

2025 Setelah Blokir AA  

No Kegiatan Target Satuan 

1. 
Laporan Hasil Audit pada Satker lingkup Direktorat Jenderal 
Hortikultura serta Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian 
Pertanian 

26 Laporan 

2. 
Laporan Hasil Pengawalan SPIP lingkup Direktorat Jenderal 
Hortikultura serta Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian 
Pertanian 

70*) Laporan 

3. 
Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Eselon I lingkup Direktorat Jenderal 
Hortikultura serta Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian 
Pertanian serta SAKIP Kementerian 

4 Laporan 

4. 

Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan dan Reviu RKAKL pada 
Satker lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura serta Direktorat 
Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Pertanian serta Laporan 
Keuangan Kementerian 

36 Laporan 

5. Laporan Layanan Audit Internal Inspektorat I 11 Laporan 
 Jumlah 147 Laporan 

Sumber Data : POK Inspektorat Jenderal  
Catatan : 
*) Target output awal 108 laporan, setelah realokasi anggaran ke Inspektorat III, 

target output menjadi 70 Laporan. 
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AKUNTABILITAS KINERJA  
Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk 

mempertanggungjawabkan keberhasilan dan atau kegagalan dalam pelaksanaan visi dan 

misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai dasar 

untuk menilai keberhasilan dan atau kegagalan tersebut perlu dilakukan evaluasi kinerja 

dengan menganalisis akuntabilitas kinerja berupa pengukuran capaian kinerja dengan 

menetapkan indikator kinerja dan metodologi pengukurannya dan analisis akuntabilitas 

keuangan. 

3.1. Capaian Kinerja Organisasi 

Pengukuran kinerja meliputi proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai 

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, 

kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi, 

dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai capaian 

setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan 

kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. 

Dalam laporan ini, Inspektorat I dapat memberikan gambaran penilaian tingkat 

pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan 

dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja 

sasaran. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai 

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran 

yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Dalam 

upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja, Inspektorat I melakukan reviu 

terhadap Indikator Kinerja Utama, dengan memperhatikan capaian kinerja, 

permasalahan, dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu 

organisasi.  

1. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Inspektorat I 

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Inspektorat I Inspektorat Jenderal 

Kementerian Pertanian tahun 2025 menunjukkan hasil sebagai berikut. 
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Tabel 3.1. Realisasi Capaian Kinerja Indikator Kinerja Inspektorat I Tahun 2025 per 31 
Desember 2025 

No Sasaran Kode Indikator Kinerja Target Realisasi % 

1 

Optimalnya 
pelaksanaan  tindak 
lanjut hasil 
pengawasan intern 
di Mitra lnspektorat  
I 

1-1 

Persentase 
pelaksanaan 
tindak lanjut hasil 
pengawasan 
intern di Mitra 
Inspektorat I 

90,00 % 96,91% 107,68% 

2 

Optimalnya 
pelaksanaan  tindak 
lanjut hasil  
pemeriksaan BPK di 
Mitra Inspektorat I 

2-1 

Persentase 
pelaksanaan 
tindak lanjut hasil 
pemeriksaan 
BPK di Mitra 
Inspektorat I 

80,00% 100,00% 120%*) 

3 

Meningkatnya  
kepuasan pegawai 
lnspektorat I 
terhadap layanan 
Tata Usaha 
Inspektorat I 

3-1 

lndeks kepuasan 
pegawai 
Inspektorat I, 
terhadap layanan 
Tata Usaha 
Inspektorat I 

3,25 3,45 106,15% 

Sumber: Perjanjian Kinerja Inspektoat I Tahun 2025 
 
Pencapaian indikator kinerja dari masing-masing sasaran kinerja diuraikan 

sebagai berikut: 

a. Persentase Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Intern di 
Mitra Inspektorat I 
 
Berdasarkan pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, 

tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan pasal 18 Peraturan 

Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2023, tentang perubahan atas Peraturan 

Menteri Pertanian Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Pengawasan 

Intern Lingkup Kementerian Pertanian, bahwa Pimpinan Unit Kerja/Satuan 

Kerja wajib menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan intern (audit, 

reviu, evaluasi, pemantauan, pengawalan dan kegiatan pengawasan 

lainnya). Untuk memastikan pelaksanaan tindak lanjut tersebut, Inspektorat 

Jenderal melakukan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil 

pengawasan intern. 

Persentase Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Intern di Mitra 

Inspektorat I digunakan sebagai indikator kinerja kegiatan (IKK) untuk 

mengukur tingkat penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan intern yang 

dilaksanakan oleh Mitra Inspektorat I. Perhitungan IKK tersebut sebagai 

berikut: 
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𝑇𝐿 =  
𝑇𝐿𝑛

𝑅(𝑛 − 1)
 𝑥 100% 

 

Keterangan: 

TL : Persentase pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil 

pengawasan intern Inspektorat Jenderal 

TLn : Jumlah tindak lanjut sampai tahun berjalan yang telah tuntas 

atas rekomendasi kegiatan audit, reviu, evaluasi, 

pemantauan, dan pengawalan yang diberikan Inspektorat 

Jenderal pada tahun sebelumnya (n-1) 

R(n-1) : Jumlah Rekomendasi yang diberikan Inspektorat Jenderal 

pada tahun sebelumnya (n-1) melalui kegiatan audit, reviu, 

evaluasi, pemantauan, dan pengawalan 

 

Perhitungan jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti merupakan 

rekomendasi tahun sebelumnya (n-1) berdasarkan hasil validasi dan 

rekonsiliasi antara Inspektorat I dengan Eselon I dan Bagian Pemantauan 

Hasil Pengawasan dan Evaluasi Pengawasan (PHPEP) Sekretariat 

Inspektorat Jenderal. 

Indikator kinerja “Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan 

intern di Mitra Inspektorat I”, tercapai sebesar 96,91% dari target 90,00% 

atau capaian kinerja sebesar 107,68% dengan kategori “Sangat 

Memuaskan” dapat dilihat pada tabel 3.2. sebagai berikut. 

Tabel 3.2. Persentase Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Intern di Mitra 
Inspektorat I 

Indikator Kinerja 
Target 

(%) 

Realisasi 

Jumlah 
Rekomendasi 

Jumlah 
Tindak 
Lanjut 

% 

Persentase pelaksanaan 
tindak lanjut hasil 
pengawasan intern di Mitra 
Inspektorat I  

90,00 1.101 1.067 96,91 

a. Ditjen Hortikultura 90,00 691 665 96,24 

b. Ditjen Lahan dan Irigasi 
Pertanian 

90,00 
410 402 98,05 

 

Indikator kinerja yang digunakan pada tahun 2025 adalah persentase 

pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern di mitra Inspektorat I yang 
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dihitung per jenis kegiatan, yaitu audit, reviu, evaluasi, pengawalan, dan 

pemantauan. Untuk membandingkan kinerja tahun 2024 dan 2025, 

digunakan nilai rata-rata dari seluruh persentase pelaksanaan tindak lanjut 

hasil pengawasan intern di Mitra Inspektorat I, yaitu sebesar 97,18%. 

Terdapat penurunan sebesar 0,27% atas pelaksanaan tindak lanjut hasil 

pengawasan intern di Mitra Inspektorat I dibandingkan dengan tahun 2024 

karena terdapat beberapa hasil tindak lanjut rekomendasi yang masih dalam 

proses verifikasi. Adapun rincian perbandingan hasil tindak lanjut dengan 

tahun sebelumnya dikemukakan pada Tabel 3.3. sebagai berikut. 

Tabel 3.3.  Perbandingan Persentase Rekomendasi  Kegiatan Pengawasan yang 
ditindaklanjuti Unit Eselon I terhadap total rekomendasi yang diberikan 
pada Eselon I Mitra Inspektorat I 

Indikator Kinerja 
Tahun 2024 Tahun 2025 

Target 
(%) 

Realisasi 
(%) 

Target 
(%) 

Realisasi 
(%) 

Persentase pelaksanaan tindak lanjut 
hasil pengawasan intern di Mitra 
Inspektorat I  

90 97,18 90 96,91 

Ditjen Hortikultura 90 95,72 90 96,24 
Ditjen PSP/LIP *) 90 100,00 90 98,05 

Keterangan: 
*) Terdapat perubahan Eselon I Mitra Inspektorat I dari Ditjen PSP ke Ditjen LIP 
 

b. Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK di Mitra 
Inspektorat I 
 

Persentase Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK di Mitra 

Inspektorat I digunakan sebagai indikator untuk mengukur tingkat 

penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang dilaksanakan oleh 

Mitra Inspektorat I. Indikator ini mencerminkan sejauh mana hasil 

pemeriksaan BPK yang telah ditindaklanjuti secara memadai oleh unit kerja 

yang ada pada unit organisasi Mitra Inspektorat I, baik dari aspek 

administrasi maupun keuangan sesuai ketentuan dan batas waktu yang 

berlaku. Nilai indikator ini dihitung berdasarkan jumlah rekomendasi yang 

telah ditindaklanjuti dan dinyatakan sesuai maupun dalam proses oleh BPK 

dibandingkan dengan total rekomendasinya, sebagai berikut: 

𝑇𝐿 =  
𝑇𝐿𝑛

𝑅(𝑛 − 1)
 𝑥 100% 
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Keterangan: 

TL : Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK 

TLn : Jumlah tindak lanjut sampai tahun berjalan atas rekomendasi BPK 

pada tahun sebelumnya (n-1) yang diinput di SIPTL 

R(n-1) : Jumlah Rekomendasi yang diberikan BPK pada tahun 

sebelumnya (n-1) yang diinput di SIPTL 

 

Perhitungan jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti 

merupakan rekomendasi tahun sebelumnya (n-1) berdasarkan hasil validasi 

dan rekonsiliasi antara Inspektorat I dengan Eselon I dan Bagian 

Pemantauan Hasil Pengawasan dan Evaluasi Pengawasan (PHPEP) 

Sekretariat Inspektorat Jenderal. 

Indikator kinerja “Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan 

BPK di Mitra Inspektorat I”, tercapai sebesar 100% dari target 80,00% atau 

capaian kinerja sebesar 125% (nilai capaian kinerja maksimal 120%) dengan 

kategori “Sangat Memuaskan” dapat dilihat pada Tabel 3.4. sebagai berikut. 

Tabel 3.4.  Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK di Mitra 
Inspektorat I 

Indikator Kinerja 
Target 

(%) 

Realisasi 

Jumlah 
Rekomendasi 

Jumlah 
Tindak 
Lanjut 

% 

Persentase Pelaksanaan Tindak 
Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK 
di Mitra Inspektorat I  

80,00 25 25 100 

c. Ditjen Hortikultura 80,00 13 13 100 

d. Ditjen Lahan dan Irigasi 
Pertanian 

80,00 12 12 100 

 
Tidak terdapat perbandingan Persentase Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil 

Pemeriksaan BPK di Mitra Inspektorat I pada tahun sebelumnya karena 

perhitungan tersebut tidak menjadi indikator kinerja di tahun 2024. 

 
c. Tingkat Kepuasan Pegawai Inspektorat I terhadap Layanan 

Ketatausahaan TU Inspektorat I 
Nilai Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Layanan Internal (Ketatausahaan 

dan Administrasi) merupakan nilai rata-rata tingkat kepuasan Pegawai 

lingkup Inspektorat I terhadap layanan Sub Bagian Tata Usaha Inspektorat I. 

Tingkat Kepuasan Pegawai lingkup Inspektorat I terhadap Layanan Internal 

(Ketatausahaan dan Administrasi) diperoleh dari hasil pengukuran secara 
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kuantitatif dan kualitatif atas pendapat Pegawai lingkup Inspektorat I dalam 

memperoleh pelayanan Sub Bagian Tata Usaha Inspektorat I. 

Indikator kinerja “Tingkat Kepuasan Pegawai Inspektorat I Terhadap 

Layanan Ketatausahaan TU Inspektorat I” dengan target sebesar 3,25 

tercapai dengan nilai 3,45 atau dengan capaian kinerja sebesar 106,15% 

dengan kategori “Sangat Memuaskan”. Terdapat peningkatan nilai sebesar 

0,18 dibandingkan tahun 2024 dengan capaian nilai 3,27. 

 

2. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah 

Perbandingan capaian kinerja TA. 2025 dengan target jangka menengah tidak 

dapat disajikan, karena tahun 2025 merupakan tahun pertama Rencana 

Strategis Inspektorat Jenderal, Kementerian Pertanian 2025-2029. 

 

3. Analisis Penyebab Keberhasilan Capaian Kinerja 

Capaian kinerja Inspektorat I Tahun 2025 berpredikat “Sangat Memuaskan”, 

yaitu seluruh ASN pada Inspektorat I telah melaksanakan tugas sesuai dengan 

tugas pokok dan fungsi masing-masing dan seluruhnya telah mendukung tugas 

dan fungsi Inspektur I. Pencapaian tersebut juga tidak lepas dari adanya 

kolaborasi yang baik antara Inspektorat I dengan mitra lingkup Eselon I. 

 
 

3.2. Realisasi Anggaran 

1. Realisasi Anggaran Inspektorat I TA. 2025 

Pagu anggaran Inspektorat I semula senilai Rp34.656.063.000,00, di antaranya 

terdapat realokasi anggaran senilai Rp7.128.276.000,00 dan blokir automatic 

adjustment senilai Rp6.296.696.000,00, sehingga sisa pagu anggaran berkurang 

menjadi senilai Rp21.231.091.000,00. 

Capaian kinerja keuangan Inspektorat I sampai dengan tanggal 31 Desember 

2025 senilai Rp21.008.022.479,00 atau sebesar 98,95% dari pagu anggaran 

setelah realokasi dan blokir senilai Rp21.231.091.000,00. 

 

2. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

Analisis efisiensi sumberdaya anggaran berdasarkan Keputusan Menteri 

Keuangan 27/MK/AG/2025, tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri 

Keuangan RI Nomor 466 tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan 
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Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran terhadap 

Rencana Anggaran.  

Pada Lampiran III, dijelaskan bahwa variabel efisiensi diukur dengan menghitung 

secara agregat variabel penggunaan SBK dengan bobot 40% dan variabel 

efisensi SBK dengan bobot 60% pada seluruh Satker di lingkup 

Kementerian/Lembaga terkait. Pengukuran Nilai Efisiensi Satker dilakukan 

dengan formula sebagai berikut: 

a. Nilai Penggunaan SBKK, secara rinci sebagaimana perhitungan berikut: 

No Jenis RO Indeks SBK
Realisasi Output 

(RVRO)
Realisasi Anggaran 

(Rp)
Indeks RA Menggunakan SBK

1 2 3 4 5 6=5/4 7

1
Rekomendasi Hasil Audit pada Satker 
Lingkup Ditjen Hortikultura dan Ditjen 
Lahan dan Irigasi Pertanian

         84.827.308 26 2.127.654.112          81.832.850         Ya

2
Rekomendasi Hasil Pengawalan SPIP 
pada Satker Lingkup itjen Hortikultura dan 
Ditjen Ditjen Lahan dan Irigasi Pertanian  

         87.400.000 80 6.025.420.260          75.317.753         Ya

3
Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP Eselon 
I pada Satker Lingkup itjen Hortikultura dan 
Ditjen Ditjen Lahan dan Irigasi Pertanian  

       249.702.500 4 981.069.694             245.267.424      Ya

4

Rekomendasi Hasil Reviu Laporan 
Keuangan dan Reviu RKA-K/L pada Satker 
Lingkup itjen Hortikultura dan Ditjen Lahan 
dan Irigasi Pertanian 

         25.929.667 41 928.528.917             22.647.047         Ya

5 Jumlah Layanan Audit  Internal        997.754.818 12 10.945.349.496        912.112.458      Tidak  

 

Penggunaan SBKK = (4/5) x 100% 

    = 80% 
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b. Nilai efisiensi SBK, secara rinci sebagaimana perhitungan berikut: 

Tabel 1. Nilai Efisiensi SBK 

No Kode Akun Jenis RO
Pagu Anggaran

(Rp)
Indeks SBK

Target Output 
(TVRO)

Realisasi 
Output (RVRO)

Realisasi Anggaran 
(Rp)

Indeks RA Selisih Target Tercapai
Efisiensi per 

RO (%)
Efisiensi SBK 

(%)

1 2 3 4 5=4/6 6 7 8 9=8/7 10=5-9 11 12=10/5 13=Average 12

1 1.757.010 Rekomendasi Hasil Audit pada 
Satker Lingkup Ditjen Hortikultura 
dan Ditjen Lahan dan Irigasi 
Pertanian

    2.205.510.000    84.827.308 26 26 2.127.654.112          81.832.850   2.994.457   Ya 0,04              

2 1.757.011 Rekomendasi Hasil Pengawalan 
SPIP pada Satker Lingkup itjen 
Hortikultura dan Ditjen Ditjen Lahan 
dan Irigasi Pertanian  

    6.118.000.000    87.400.000 70 80 6.025.420.260          75.317.753   12.082.247 Ya 0,14              

3 1.757.012 Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP 
Eselon I pada Satker Lingkup itjen 
Hortikultura dan Ditjen Ditjen Lahan 
dan Irigasi Pertanian  

       998.810.000  249.702.500 4 4 981.069.694             245.267.424 4.435.077   Ya 0,02              

4 1.757.013 Rekomendasi Hasil Reviu Laporan 
Keuangan dan Reviu RKA-K/L pada 
Satker Lingkup itjen Hortikultura dan 
Ditjen Lahan dan Irigasi Pertanian 

       933.468.000    25.929.667 36 41 928.528.917             22.647.047   3.282.620   Ya 0,13              

5 1.757.965 Jumlah Layanan Audit  Internal   10.975.303.000  997.754.818 11 12 10.945.349.496        912.112.458 85.642.360 Ya 0,09              
21.231.091.000 147 163 21.008.022.479        Total

0,08                   

 
Sumber data: Laporan Realisasi Anggaran TA 2025 Inspektorat Jenderal Kementan 

 

Nilai Efisiensi SBK = (E-SBK/20%) x 100% 

    = (0,08%/20%) x 100% 

    = 0,4% 

Berdasarkan data tersebut, perhitungan Nilai Efisiensi Inspektorat I, secara rinci 

sebagaimana perhitungan berikut: 

NE Inspektorat I = (40% x 80%) + (60% x 0,4%) 

    = 32% + 0,24% 

     = 32,24% 

 

3. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian 

Pernyataan Kinerja 

Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan 

kinerja, dapat disampaikan sebagai berikut: 

a. Audit 

Kegiatan audit yang dilakukan oleh lnspektorat I selama Tahun 2025 pada 

mitra Inspektorat I (Ditjen Hortikultura dan Ditjen LIP) dengan capaian output 

laporan sebanyak 26 laporan dari target 26 laporan (100%) dengan realisasi 

anggaran senilai Rp2.127.654.112,00 atau 96,47% dari alokasi anggaran 

senilai Rp2.205.510.000,00. Secara rinci pada Lampiran 3. 
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b. Pendampingan/Pengawalan SPIP 

Kegiatan pendampingan/pengawalan SPI dilakukan terhadap kegiatan 

utama yang memiliki risiko tinggi. Berdasarkan hasil analisis risiko, 

lnspektorat I melakukan pengawalan dengan output sebanyak 80 laporan 

(114,29%) dari target output sebanyak 70 laporan dengan capaian realisasi 

anggaran senilai Rp6.025.420.260,00 atau 98,49% dari alokasi anggaran 

senilai Rp6.118.000.000,00. Secara rinci pada Lampiran 4. 

c. Evaluasi SAKIP 

Evaluasi SAKIP dilaksanakan pada Eselon I, yaitu Ditjen Hortikultura dan 

Ditjen Lahan dan Irigasi Pertanian. Capaian output jumlah laporan yang 

dihasilkan sebanyak 4 laporan atau 100% dari target sebanyak 4 laporan 

dengan capaian realiasi anggaran senilai Rp981.069.694,00 atau 98,22% 

dari alokasi anggaran senilai Rp 998.810.000,00. Secara rinci pada Lampiran 

5. 

d. Reviu Laporan Keuangan (LK) dan Reviu (Rencana Kerja dan Anggaran 

Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) 

Kegiatan reviu LK dan RKAK/L, capaian output jumlah laporan yang 

dihasilkan sebanyak 41 laporan atau 113,89% dari target sebanyak 36 

laporan dengan realiasi anggaran senilai Rp928.528.917,00 atau 99,47% dari 

alokasi anggaran senilai Rp933.468.000,00. Reviu LK dilakukan sebagai 

upaya untuk mempertahankan opini WTP pada laporan keuangan oleh BPK 

sedangkan Reviu RKA-K/L dilakukan terhadap pagu anggaran 2025 dan 

revisi/refocusing anggaran 2025 pada masing-masing mitra Inspektorat I. 

Secara rinci pada Lampiran 6. 

e. Layanan Audit Internal 

Kegiatan Layanan Audit Internal, capaian output jumlah laporan yang 

dihasilkan sebanyak 12 laporan atau 109,09% dari target sebanyak 11 

laporan dengan realiasai anggaran senilai Rp10.945.349.496,00 atau 99,73% 

dari alokasi anggaran senilai Rp10.975.303.000,00. Secara rinci pada 

Lampiran 7. 

  



26 
 

Laporan Kinerja Inspektorat I 2025 

 

 
 

 
PENUTUP  
Berdasarkan hasil evaluasi mandiri (self evaluation), capaian kinerja keuangan Inspektorat 

I Tahun 2025 per 31 Desember 2025 senilai Rp21.008.022.479,00 atau 98,95% dari 

anggaran setelah blokir (penghematan) senilai Rp21.231.091.000,00 (pagu anggaran 

Rp27.527.787.000,00) dan capaian kinerja fisik sebesar 163 laporan atau 110,88% dari 

target sebesar 147 laporan, dengan koefisien nilai efisiensi sumberdaya anggaran 

Inspektorat I Inspektorat Jenderal tahun 2025 per 31 Desember 2025 adalah 32,24%. 

 
Capaian kinerja yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2025 per 31 Desember 

2025 Inspektorat I yaitu: 

1. Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan Intern di Mitra Inspektorat I dari 

target 90,00% diperoleh nilai rata-rata sebesar 96,91% dengan capaian kinerja 107,68% 

predikat Sangat Memuaskan. 

2. Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK di Mitra Inspektorat I dari 

target 80,00% diperoleh nilai rata-rata sebesar 100% dengan capaian kinerja 120% 

predikat Sangat Memuaskan. 

3. Indeks kepuasan pegawai Inspektorat I, terhadap layanan Tata Usaha Inspektorat I  

sebesar 3,45 dari target sebesar 3,25 dengan capaian kinerja sebesar 106,15% predikat 

Sangat Memuaskan. 

 

Berdasarkan data tersebut disimpulkan bahwa akuntabilitas kinerja Inspektorat I 

menunjukkan kinerja yang Sangat Memuaskan. 

Tanpa mengurangi capaian kinerja yang telah dicapai pada Tahun 2025, terdapat beberapa 

hal yang perlu mendapatkan perhatian, antara lain. 

1. Pada aspek perencanaan masih terdapat kelemahan dalam penyusunan Rencana 

Operasional Pengawasan (RO), yaitu terdapat perubahan yang dinamis dalam 

penyusunan RO, karena adanya perubahan kebijakan yang sifatnya mendesak sesuai 
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atensi pimpinan, sehingga berpengaruh terhadap kualitas tim dan berpotensi 

menghambat pengelolaan keuangan.  

2. Koordinasi antara auditor internal dan eksternal terkait tindaklanjut hasil pengawasan 

masih kurang, yang menyebabkan berulangnya permintaan evidence hasil tindak lanjut 

pada auditan. 

Dalam rangka perbaikan dan peningkatan kinerja Inspektorat I di masa mendatang perlu 

dilakukan beberapa upaya perbaikan sebagai berikut: 

1. Menyusun dan menerapkan SOP penyusunan Rencana Operasional Pengawasan yang 

ditetapkan oleh Inspektur I. 

2. Untuk mempercepat pelaksanaan tindaklanjut hasil pengawasan, Inspektorat I akan 

melakukan percepatan dan pemutakhiran data hasil pengawasan setiap triwulan, serta 

menugaskan masing-masing tim untuk memantau rekomendasi yang telah dihasilkan 

dan yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal. 

Inspektorat I telah dilakukan penjaminan kualitas berupa Telaah Sejawat Intern oleh 

Inspektorat Investigasi pada tahun 2024 dan Inspektorat IV pada tahun 2025. 

  

Inspektur I 

 

 

 
Andry Asmara, SE, MM 
NIP. 197312141994031001 

 
 



28 
 

Laporan Kinerja Inspektorat I 2025 

LAMPIRAN 1 
PERJANJIAN KINERJA INSPEKTORAT I TAHUN 2025 
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Lampiran 2. 
PKPT INSPEKTORAT I 2025 
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Lampiran 3 
Rekapitulasi Capaian Output Audit Inspektorat I 
No Judul LHP Nomor ST Nomor LHP Status 
1 Audit atas Kegiatan MAK Non 526 

Lingkup Direktorat Jenderal 
Hortikultura di Bogor 

B.0528/PW.220/G.2/11/2025 R-475/PW.220/G.2/12/2025, 24 Desember 2025 Belum Terbit dan Terlambat 

2 Audit Ketaatan Non 526 Direktorat 
Pembiayaan, Ditjen PSP TA 2023 di 
Jakarta dan Bogor 

B.0140/PW.130/G.2/04/2025 R-207/PW.130/G/05/2025, 14 Mei 2025 Terbit dan Terlambat 

3 Audit atas Kegiatan MAK Non 526 
Lingkup Direktorat Jenderal Lahan 
dan Irigasi Pertanian di Bogor 

B.0530/PW.220/G.2/11/2025 R-547/PW.220/G.2/12/2025, 31 Desember 2025 Terbit Dan Terlambat 

4 Audit OPLAH TA 2024 di Kabupaten 
Merauke 

B.0045/PW.130/G.2/02/2025 R-132/PW.130/G/04/2025, 15 April 2025 Terbit Dan Terlambat 

5 Audit Kinerja Kegiatan Irigasi 
Perpompaan pada Satker Dinas 
Perkebunan, Tanaman Pangan dan 
Holtikultura Provinsi Sumatera Barat 

B.0177/PW.130/G.2/05/2025 R-303/PW.130/G/06/2025, 30 Juni 2025 Terbit dan Terlambat 

6 Audit Kinerja Kegiatan Irigasi 
Perpipaan pada Satker Dinas 
Perkebunan, Tanaman Pangan dan 
Holtikultura Provinsi Sumatera Barat 

B.0178/PW.130/G.2/05/2025 R-322/PW.130/G/06/2025, 30 Juni 2025 Terbit dan Terlambat 

7 Audit Kinerja Kegiatan Irigasi 
Perpompaan pada Satker Dinas 
Pertanian dan Perkebunan Provinsi 
NTB 

B.0179/PW.130/G.2/05/2025 R-304/PW.130/G/06/2025, 30 Juni 2025 Terbit dan Terlambat 

8 Audit Kinerja Kegiatan Irigasi 
Perpipaan pada Satker Dinas 
Pertanian dan Perkebunan Provinsi 
NTB 

B.0180/PW.130/G.2/05/2025 R-266/PW.130/G/06/2025, 19Juni 2025 Terbit dan Terlambat 

9 Audit Kinerja Kegiatan Irigasi 
Perpompaan pada Satker Dinas 
Pertanian dan Ketahanan Pangan 
Provinsi NTT 

B.0181/PW.130/G.2/05/2025 R-259/PW.130/G/06/2025, 17 Juni 2025 Terbit dan Terlambat 

10 Audit Kinerja Kegiatan Irigasi 
Perpipaan pada Satker Dinas 
Pertanian dan Ketahanan Pangan 
Provinsi NTT  

B.0182/PW.130/G.2/05/2025 R-258/PW.130/G/06/2025, 17 Juni 2025 Terbit dan Terlambat 

11 Audit Kinerja Kegiatan Irigasi 
Perpompaan pada Satker Dinas 

B.0183/PW.130/G.2/05/2025 R-323/PW.130/G/06/2025, 30 Juni 2025 Terbit dan Terlambat 



63 
 

Laporan Kinerja Inspektorat I 2025 

No Judul LHP Nomor ST Nomor LHP Status 
Pertanian dan Peternakan Provinsi 
Sulawesi Utara 

12 Audit Kinerja Kegiatan Irigasi 
Perpipaan pada Satker Dinas 
Pertanian dan Peternakan Provinsi 
Sulawesi Utara 

B.0184/PW.130/G.2/05/2025 R-325/PW.130/G/06/2025, 30 Juni 2025 Terbit dan Terlambat 

13 Audit Kinerja Kegiatan Irigasi 
Perpompaan pada Satker Dinas 
Pertanian Tanaman Pangan dan 
Hortikultura Provinsi Gorontalo 

B.0185/PW.130/G.2/05/2025 R-343/PW.130/G/07/2025, 10 Juli 2025 Terbit dan Terlambat 

14 Audit Kinerja Kegiatan Irigasi 
Perpipaan pada Satker Dinas 
Pertanian Tanaman Pangan dan 
Hortikultura Provinsi Gorontalo 

B.0186/PW.130/G.2/05/2025 R-342/PW.130/G/07/2025, 10 Juli 2025 Terbit dan Terlambat 

15 Audit Kinerja Kegiatan Irigasi 
Perpompaan pada Satker Dinas 
Tanaman Pangan dan Hortikultura 
Provinsi Sulawesi Tengah 

B.0187/PW.130/G.2/05/2025 R-293/PW.130/G/06/2025, 30 Juni 2025 Terbit dan Terlambat 

16 Audit Kinerja Kegiatan Irigasi 
Perpipaan pada Satker Dinas 
Tanaman Pangan dan Hortikultura 
Provinsi Sulawesi Tengah 

B.0188/PW.130/G.2/05/2025 R-341/PW.130/G/07/2025, 10 Juli 2025 Terbit dan Terlambat 

17 Audit Kinerja Kegiatan Irigasi 
Perpompaan pada Satker Dinas 
Perkebunan dan Hortikultura Provinsi 
Sulawesi Tenggara 

B.0189/PW.130/G.2/05/2025 R-270/PW.130/G/06/2025, 20 Juni 2025 Terbit dan Terlambat 

18 Audit Kinerja Kegiatan Irigasi 
Perpipaan pada Satker Dinas 
Perkebunan dan Hortikultura Provinsi 
Sulawesi Tenggara 

B.0190/PW.130/G.2/05/2025 R-319/PW.130/G/06/2025, 30 Juni 2025 Terbit dan Terlambat 

19 Audit Tindak Lanjut LHP BPK Tahun 
2024 atas Kegiatan Irigasi Pertanian 
terkait Belanja Jasa Konsultan yang 
tidak terdapat data penyedia dan 
pertanggungjawabannya pada Satker 
Dinas Pertanian Provinsi Banten 

B.0512/PW.220/G.2/11/2025 R-506/PW.220/G.2/12/2025, 31 Desember 2025 Belum Terbit Dan Terlambat 

20 Audit Tindak Lanjut LHP BPK Tahun 
2024 atas Kegiatan Irigasi Pertanian 
terkait Pengadaan material yang tidak 

B.0562/PW.220/G.2/12/2025 R-510/PW.220/G.2/12/2025, 31 Desember 2025 Terbit Dan Terlambat 
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No Judul LHP Nomor ST Nomor LHP Status 
sesuai dengan prinsip dan etika 
pengadaan barang dan jasa pada 
lingkup Ditjen PSP di Kabupaten 
Banyumas 

21 Audit Tindak Lanjut LHP BPK Tahun 
2024 atas Kegiatan Irigasi Pertanian 
terkait Pengadaan material yang tidak 
sesuai dengan prinsip dan etika 
pengadaan barang dan jasa pada 
lingkup Ditjen PSP di Kabupaten Pati 

B.0561/PW.220/G.2/12/2025 R-435/PW.220/G.2/12/2025, 05 Desember 2025 Terbit Dan Terlambat 

22 Audit Tindak Lanjut LHP BPK Tahun 
2024 atas Kegiatan Irigasi Pertanian 
terkait Pengadaan material yang tidak 
sesuai dengan prinsip dan etika 
pengadaan barang dan jasa pada 
Satker Dinas Pertanian dan 
Ketahanan Pangan Provinsi DIY 

B.0514/PW.220/G.2/11/2025 R-446/PW.220/G.2/12/2025, 8 Desember 2025 Terbit Dan Terlambat 

23 Audit Tindak Lanjut LHP BPK Tahun 
2024 atas Kegiatan Irigasi Pertanian 
terkait Pembangunan Bangunan 
Konservasi Air dan Antisipasi Anomali 
Iklim pembelian material yang tidak 
diyakini kewajarannya pada 
Kabupaten Gunung Kidul Provinsi 
DIY 

B.0515/PW.220/G.2/11/2025 R-458/PW.220/G.2/12/2025, 16 Desember 2025 Terbit Dan Terlambat 

24 Audit Tindak Lanjut LHP BPK Tahun 
2024 atas Kegiatan Irigasi Pertanian 
terkait Pembangunan Bangunan 
Konservasi Air dan Antisipasi Anomali 
Iklim Pembelian Material yang Tidak 
diyakini kewajarannya pada 
Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa 
Barat 
 
  

B.0509/PW.220/G.2/11/2025  R-531/PW.130/G.2/12/2025, 31 Desember 2025 Terbit Dan Terlambat 

25 Audit Tindak Lanjut LHP BPK Tahun 
2024 atas Kegiatan Irigasi Pertanian 
dengan Sumber Dana Tugas 
Pembantuan pada Satker Dinas 

 
B.0510/PW.220/G.2/11/2025 

R-469/PW.130/G.2/12/2025, 22 Desember 2025 Terbit Dan Terlambat 
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No Judul LHP Nomor ST Nomor LHP Status 
Tanaman Pangan dan Hortikultura 
Provinsi Jawa Barat 

26 Audit Tindak Lanjut LHP BPK Tahun 
2024 atas Kegiatan Irigasi Pertanian 
terkait Belanja Jasa Konsultan yang 
tidak terdapat data penyedia dan 
pertanggungjawabannya pada Satker 
Dinas Pertanian dan Ketahanan 
Pangan Provinsi Kalimantan Selatan  

B.0511/PW.220/G.2/11/2025 R-415/PW.220/G.2/11/2025, 24 November 2025 Terbit Dan Terlambat 
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Lampiran 4 
Rekapitulasi Capaian Output Pengawalan Inspektorat I 
No Judul LHP Nomor ST Nomor LHP Status 
1 Pengawalan Manajemen Risiko Lingkup Ditjen Hortikultura 

(Direktorat PPHH dan Perlindungan) di Bogor 
B.0094/PW.180/G.2/03/2025 R-136/PW.420/G/04/2025, 15/4-

2025 
Terbit dan Terlambat 

2 Pengawalan Manajemen Risiko Lingkup Ditjen Hortikultura 
(Sekretariat dan Direktorat STO) di Bogor 

B.0095/PW.180/G.2/03/2025 R-199/PW.180/G/05/2025, 
tanggal 8-05-2025 

Terbit dan Terlambat 

3 Pengawalan Manajemen Risiko Lingkup Ditjen Hortikultura 
(Direktorat Perbenihan dan Buflo) di Bogor 

B.0096/PW.180/G.2/03/2025 R-154/PW.420/G/04/2025, 17/4-
2025 

Terbit dan Terlambat 

4 Pengawalan Penyusunan MRI Kegiatan OPLAH TA 2025 di 
Bogor 

B.0171/PW.180/G.2/05/2025 R-297/PW.180/G/06/2025 
Tanggal 30 Juni 2025 

Terbit dan Terlambat 

5 Pengawalan Penyusunan MRI Kegiatan Cetak Sawah 
Rakyat TA 2025 di Bogor 

B.0170/PW.180/G.2/05/2025 R-300/PW.180/G/06/2025 
Tanggal 30 Juni 2025 

Terbit dan Terlambat 

6 Pemantauan/Pengawalan SID Kegiatan Optimasi Lahan 
Tahun 2025 pada Satker Dinas Pertanian, Pangan, 
Kelautan, dan Perikanan Provinsi Papua Selatan 

B.0056/PW.180/G.2/02/2025 R-133/PW.180/G/04/2025, 15/4-
2025 

Terbit dan Terlambat 

7 Pemantauan/Pengawalan SID Kegiatan Optimasi Lahan 
Tahun 2025 pada Satker Dinas Pangan, Tanaman Pangan 
dan Hortikultura Provinsi Riau 

B.0057/PW.180/G.2/02/2025 R-134/PW.180/G/04/2025, 15/4-
2025 

Terbit dan Terlambat 

8 Pemantauan/Pengawalan SID Kegiatan Optimasi Lahan 
Tahun 2025 pada Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan 
dan Hortikultura Propinsi Sumatera Selatan 

B.0058/PW.180/G.2/02/2025 R-157/PW.180/G/04/2025, 17/4-
2025 

Terbit dan Terlambat 

9 Pemantauan/Pengawalan SID Kegiatan Optimasi Lahan 
Tahun 2025 pada Satker Dinas Pertanian dan Ketahanan 
Pangan Provinsi Kalimantan Selatan 

B.0059/PW.180/G.2/02/2025 R-187/PW.180/G/034/2025, 
28/4-2025 

Terbit dan Terlambat 

10 Pemantauan/Pengawalan SID Kegiatan Optimasi Lahan 
Tahun 2025 pada Satker Dinas Pertanian dan Ketahanan 
Pangan Provinsi Kalimantan Utara 

B.0060/PW.180/G.2/02/2025 R-196/PW.180/G/05/2025, 
5/5/2025 

Terbit dan Terlambat 

11 Pemantauan/Pengawalan SID Kegiatan Optimasi Lahan 
Tahun 2025 pada Satker Dinas Pangan, Tanaman Pangan, 
dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur 
  

B.0062/PW.180/G.2/02/2025 R-110/PW.180/G/03/2025, 24/3-
2025 

Terbit dan Terlambat 

12 Pemantauan/Pengawalan SID Kegiatan Optimasi Lahan 
Tahun 2025 pada Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan 
dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat 

B.0063/PW.180/G.2/02/2025 R-150/PW.180/G/04/2025, 17/4-
2025 

Terbit dan Terlambat 
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No Judul LHP Nomor ST Nomor LHP Status 
13 Pemantauan/Pengawalan SID Kegiatan Optimasi Lahan 

Tahun 2025 pada Satker Dinas Pertanian dan Perkebunan 
Provinsi Aceh 

B.0068/PW.180/G.2/02/2025 R-186/PW.180/G/04/2025, 
28/04-2025 

Terbit dan Terlambat 

14 Pemantauan/Pengawalan SID Kegiatan Optimasi Lahan 
Tahun 2025 pada Satker Dinas Ketahanan Pangan, 
Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara 

B.0069/PW.180/G.2/02/2025 R-151/PW.180/G/04/2025, 17/4-
2025 

Terbit dan Terlambat 

15 Pemantauan/Pengawalan SID Kegiatan Optimasi Lahan 
Tahun 2025 pada Satker Dinas Ketahanan Pangan, 
Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung 

B.0070/PW.180/G.2/02/2025 R-137/PW.180/G/04/2025, 15/4-
2025 

Terbit dan Terlambat 

16 Pemantauan/Pengawalan SID Kegiatan Optimasi Lahan 
Tahun 2025 pada Satker Dinas Tanaman Pangan, 
Holtikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan 

B.0071/PW.180/G.2/02/2025 R-198/PW.180/G/05/2025, 
08/05/2025 

Terbit dan Terlambat 

17 Pemantauan Pemanfatan Lahan pada Lokasi OPLAH 2024 
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

B.0127/RC.200/G.2/04/2025 R-1435-PW.110/G/04/2025 
tanggal 30 April 2025 

Terbit dan Terlambat 

18 Pemantauan Pelaksanaan OPLAH Tahun 2025 pada Satker 
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi 

B.0128/PW.180/G.2/04/2025 R-333/PW.180/G/07/2025, 7/7-
2025 

Terbit dan Terlambat 

19 Pemantauan Pelaksanaan OPLAH Tahun 2025 pada Satker 
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan 
Hortikultura Provinsi Sumatera Utara 

B.0129/PW.180/G.2/04/2025 R-352/PW.180/G/07/2025, 15/7-
2025 

Terbit dan Terlambat 

20 Pemantauan Pelaksanaan OPLAH Tahun 2025 pada Satker 
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan 
Hortikultura Provinsi Lampung 

B.0130/PW.180/G.2/04/2025 R-116/PW.180/G.2/04/2025 
tanggal 23 April 2025 

Terbit dan Terlambat 

21 Pemantauan Pelaksanaan OPLAH Tahun 2025 pada Satker 
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi 
Kalimantan Barat 

B.0131/PW.180/G.2/04/2025 R-392/PW.180/G/07/2025 
Tanggal 22 Juli 2025 

Terbit dan Terlambat 

22 Pemantauan Pelaksanaan OPLAH Tahun 2025 pada Satker 
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Perkebunan 
Provinsi Sulawesi Selatan 

B.0132/PW.180/G.2/04/2025 R-361/PW.180/G/07/2025 
Tanggal 18 Juli 2025 

Terbit dan Terlambat 

23 Pengawalan Kegiatan OPLAH TA 2024 & 2025 Tahap II 
pada Satker Dinas Dinas Pertanian dan Perkebunan 
Provinsi Aceh  

B.0150/PW.180/G.2/04/2025 R-564/PW.180/G.2/12/2025, 
Tanggal 31 Desember 2025 

Belum Terbit dan 
Terlambat 

24 Pengawalan Kegiatan OPLAH TA 2024 dan 2025 Tahap II 
pada Satker Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan 
Hortikultura Provinsi Riau 

B.0142/PW.180/G.2/04/2025 R-433/PW.180/G.2/11/2025 
Tanggal 26 November 2025 

Terbit dan Terlambat 
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No Judul LHP Nomor ST Nomor LHP Status 
25 Pengawalan Kegiatan OPLAH TA 2024 & 2025 Tahap II 

pada Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan 
Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan 

B.0144/PW.180/G.2/04/2025 R-321/PW.180/G/06/2025 
Tanggal 30 Juni 2025 

Terbit dan Terlambat 

26 Pengawalan Kegiatan OPLAH TA 2024 & 2025 Tahap II 
pada Satker Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan 
Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah 

B.0146/PW.180/G.2/04/2025 R-324/PW.180/G/06/2025 
Tanggal 30 Juni 2025 

Terbit dan Terlambat 

27 Pengawalan Kegiatan OPLAH TA 2025 Tahap II pada 
Satker Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 
Provinsi Kalimantan Selatan 

B.0151/PW.180/G.2/04/2025 R-366/PW.180/G/07/2025 
Tanggal 21 Juli 2025 

Terbit dan Terlambat 

28 Pengawalan Kegiatan OPLAH TA 2025 Tahap II pada 
Satker Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 
Provinsi Kalimantan Selatan 

B.0152/PW.180/G.2/04/2025 R-302/PW.180/G/06/2025 
Tanggal 30 Juni 2025 

Terbit dan Terlambat 

29 Pengawalan Kegiatan Optimasi Lahan Pada Satker Dinas 
Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau 

B.0231/PW.180/G.2/06/2025 R-372/PW.180/G/07/2025 
Tanggal 21 Juli 2025 

Terbit dan Terlambat 

30 Pengawalan Kegiatan Optimasi Lahan Pada Satker Dinas 
Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi 
Sumatera Selatan 

B.0233/PW.180/G.2/06/2025 R-391/PW.180/G/07/2025 
Tanggal 22 Juli 2025 

Terbit dan Terlambat 

31 Pengawalan Kegiatan Optimasi Lahan Pada Satker Dinas 
Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung 

B.0235/PW.180/G.2/06/2025 R-382/PW.180/G/07/2025 
Tanggal 21 Juli 2025 

Terbit dan Terlambat 

32 Pengawalan Kegiatan Optimasi Lahan Pada Satker Dinas 
Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi 
Kalimantan Tengah 

B.0244/PW.180/G.2/06/2025 R-241/PW.180/G/07/2025 
Tanggal 14 Juli 2025 

Terbit dan Terlambat 

33 Pengawalan Kegiatan Optimasi Lahan Periode Agustus 
2025 di Provinsi Kalimantan Tengah 

B.0347/PW.180/G.2/08/2025 R-299/PW.180/G.2/08/2025 
tanggal 28 Agustus 2025 

Terbit dan Terlambat 

34 Pengawalan Kegiatan Optimasi Lahan Periode Agustus 
2025 di Provinsi Riau 

B.0351/PW.180/G.2/08/2025 R-526/PW.180/G/09/2025  
tanggal 9 September 2025 

Terbit dan Terlambat 

35 Pengawalan Kegiatan Optimasi Lahan Periode Agustus 
2025 di Kabupaten Merauke 

B.0353/PW.180/G.2/08/2025 R-603/PW.180/G/10/2025  
tanggal 27 Oktober 2025 

Terbit dan Terlambat 

36 Pengawalan Kegiatan Optimasi Lahan TA 2025 pada Satker 
Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Aceh 
  

B.0382/PW.180/G.2/09/2025 R-338/PW.180/G.2/09/2025  
TANGGAL 17 SEPTEMBER 
2025 

Terbit dan Terlambat 

37 Pengawalan Kegiatan Optimasi Lahan TA 2025 pada Satker 
Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura 
Provinsi Sumatera Utara 

B.0383/PW.180/G.2/09/2025 R-358/PW.180/G.2/08/2025  
Tanggal 29 September 2025 

Terbit dan Terlambat 
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38 Pengawalan Kegiatan Optimasi Lahan TA 2025 pada Satker 

Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan 
Provinsi Jambi 

B.0384/PW.180/G.2/09/2025 R-343/PW.180/G.2/09/2025   
Tanggal 17 September 2025 

Terbit dan Terlambat 

39 Pengawalan Kegiatan Optimasi Lahan TA 2025 pada Satker 
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi 
Lampung 

B.0385/PW.180/G.2/09/2025 R-336/PW.180/G.2/09/2025  
Tanggal 16 September 2025 

Terbit dan Tepat Waktu 

40 Pengawalan Kegiatan Optimasi Lahan TA 2025 pada Satker 
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi 
Kalimantan Utara 

B.0386/PW.180/G.2/09/2025 R-340/PW.180/G.2/09/2025   
Tanggal 17 September 2025 

Terbit dan Terlambat 

41 Pengawalan Kegiatan Optimasi Lahan TA 2025 pada Satker 
Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi 
Kalimantan Timur 

B.0387/PW.180/G.2/09/2025 R-352/PW.180/G.2/09/2025   
Tanggal 22 September 2025 

Terbit dan Terlambat 

42 Pengawalan Kegiatan Konstruksi Optimasi Lahan Rawa TA 
2025 di Provinsi Sumatera Utara 

B.0489/PW.130/G.2/11/2025 R-407/PW.180/G.2/11/2025 
tanggal 13 November 2025 

Terbit dan Terlambat 

43 Pengawalan Kegiatan Konstruksi Optimasi Lahan Rawa TA 
2025 di Provinsi Riau 

B.0490/PW.130/G.2/11/2025 R-403/PW.180/G.2/11/2025 
tanggal 12 November 2025 

Terbit dan Terlambat 

44 Pengawalan Kegiatan Konstruksi Optimasi Lahan Rawa TA 
2025 di Provinsi Sumatera Sumatera Selatan 

B.0492/PW.170/G.2/11/2025 R-404/PW.180/G.2/11/2025   
Tanggal 13 November 2025 

Terbit dan Terlambat 

45 Pemantauan Persiapan Cetak Sawah Rakyat TA 2025 di 
Provinsi Kalimantan Tengah 

B.0078/PW.180/G.2/02/2025 R-236/PW.180/G/06/2025, 
Tanggal 4 Juni 2025 

Terbit Dan Terlambat 

46 Pengawalan Kegiatan Cetak Sawah TA 2025 pada Satker 
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi 
Sumatera Selatan 

B.0145/PW.180/G.2/04/2025 R-302/PW.180/G/06/2025 
Tanggal 30 Juni 2025 

Terbit Dan Terlambat 

47 Pengawalan Kegiatan Cetak Sawah TA 2025 pada Satker 
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 
Provinsi Kalimantan Tengah 

B.0147/PW.180/G.2/04/2025 R-326/PW.180/G/07/2025 
Tanggal 1 Juli 2025 

Terbit Dan Terlambat 

48 Pengawalan Penyusunan MRI Kegiatan Cetak Sawah 
Rakyat TA 2025 di Bogor 

B.0170/PW.180/G.2/05/2025 R-300/PW.180/G/06/2025 
Tanggal 30 Juni 2025 

Terbit Dan Terlambat 

49 Pengawalan Kegiatan Cetak Sawah Rakyat Pada Satker 
Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi 
Riau 
  

B.0232/PW.180/G.2/06/2025 R-405/PW.180/G/07/2025 
Tanggal 22 Juli 2025 

Terbit Dan Terlambat 

50 Pengawalan Kegiatan Cetak Sawah Rakyat Pada Satker 
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi 
Sumatera Selatan 

B.0234/PW.180/G.2/06/2025 R-246/PW.180/G/07/2025 
Tanggal 15 Juli 2025 

Terbit Dan Terlambat 



70 
 

Laporan Kinerja Inspektorat I 2025 

No Judul LHP Nomor ST Nomor LHP Status 
51 Pengawalan Kegiatan Cetak Sawah Rakyat Pada Satker 

Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan 
Provinsi Kalimantan Tengah 

B.0239/PW.180/G.2/06/2025 R-365/PW.180/G/07/2025 
Tanggal 21 Juli 2025 

Terbit Dan Terlambat 

52 Pengawalan Kegiatan Cetak Sawah Periode Agustus 2025 
di Provinsi Kalimantan Tengah 

B.0349/PW.180/G.2/08/2025 R-300/PW.180/G.2/08/2025 
Tanggal 27 Agustus 2025 

Terbit Dan Terlambat 

53 Pengawalan Kegiatan Cetak Sawah Periode Agustus 2025 
di Provinsi Sumatera Selatan 

B.0350/PW.180/G.2/08/2025 R-310/PW.180/G.2/8/2025 
Tanggal 25 Agustus 2025 

Terbit Dan Terlambat 

54 Pengawalan Kegiatan Cetak Sawah Periode Agustus 2025 
di Provinsi Riau 

B.0352/PW.180/G.2/08/2025 R-565/PW.180/G/09/2025 
tanggal 1 Oktober 2025 

Terbit dan Tepat Waktu 

55 Pengawalan Kegiatan Cetak Sawah Periode Agustus 2025 
di Kabupaten Merauke 

B.0354/PW.180/G.2/08/2025 R-598/PW.180/G/10/2025 
tanggal 20 Oktober 2025 

Terbit dan Terlambat 

56 Pemantauan Kegiatan Irigasi Perpompaan pada Satker 
Dinas Pertanian Provinsi Banten 

B.0089/RC.200/G.2/03/2025 R-169/PW.180/G/04/2025, 
17/04-2025 

Terbit Dan Terlambat 

57 Pemantauan Kegiatan Irigasi Perpompaan pada Satker 
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi 
Jawa Barat 

B.0090/RC.200/G.2/03/2025 R-155/PW.180/G/03/2025, 24/3-
2025 

Terbit Dan Terlambat 

58 Pemantauan Kegiatan Irigasi Perpompaan pada Satker 
Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa 
Tengah 

B.0091/PW.180/G.2/03/2025 R-188/PW.180/G/04/2025, 
28/4/2025 

Terbit Dan Terlambat 

59 Pemantauan Kegiatan Irigasi Perpompaan pada Satker 
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa 
Timur 

B.0092/PW.180/G.2/03/2025 R-153/PW.180/G/04/2025, 17/4-
2025 

Terbit Dan Terlambat 

60 Pengawalan Kegiatan Irigasi Perpompaan di Provinsi 
Banten 

B.0163/PW.180/G.2/05/2025 R-320/PW.180/G/06/2025 
Tanggal 30 Juni 2025 

Terbit Dan Terlambat 

61 Pengawalan Kegiatan Irigasi Perpompaan di 
Kabupaten Wonogiri dan Boyolali 

B.0164/PW.180/G.2/05/2025 R-282/PW.180/G/06/2025 
Tanggal 23 Juni 2023 

Terbit Dan Terlambat 

62 Pengawalan Kegiatan Irigasi Perpompaan di 
Kabupaten Purbalingga dan Pemalang 

B.0165/PW.180/G.2/05/2025 R-299/PW.180/G/06/2025 
Tanggal 30 Juni 2025 

Terbit Dan Terlambat 

63 Pengawalan Kegiatan Irigasi Perpompaan di 
Kabupaten Pati dan Blora 
  

B.0166/PW.180/G.2/05/2025 R-282/PW.180/G/06/2025 
Tanggal 23 Juni 2025 

Terbit Dan Terlambat 

64 Pengawalan Kegiatan Irigasi Perpompaan di 
Kabupaten Kuningan dan Majalengka 

B.0215/PW.180/G.2/06/2025 R-394/PW.180/G/07/2025 
Tanggal 22 Juli 2025 

Terbit Dan Terlambat 
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65 Pengawalan Kegiatan Irigasi Perpompaan di 

Kabupaten Indramayu dan Cirebon 
B.0216/PW.180/G.2/06/2025 R-389/PW.180/G/07/2025 

Tanggal 22 Juli 2025 
Terbit Dan Terlambat 

66 Pengawalan Kegiatan Irigasi Perpompaan di 
Kabupaten Garut dan Kabupaten Tasikmalaya 

B.0217/PW.180/G.2/06/2025 R-381/PW.180/G/07/2025 
Tanggal 21 Juli 2025 

Terbit Dan Terlambat 

67 Pengawalan Kegiatan Irigasi Perpompaan di 
Kabupaten Sumedang dan Subang 

B.0218/PW.180/G.2/06/2025 R-385/PW.180/G/07/2025 
Tanggal 22 Juli 2025 

Terbit Dan Terlambat 

68 Pengawalan Kegiatan Irigasi Perpompaan di 
Kabupaten Purwakarta dan Karawang 

B.0219/PW.180/G.2/06/2025 R-373/PW.180/G/07/2025 
Tanggal 21 Juli 2025 

Terbit Dan Terlambat 

69 Pengawalan Kegiatan Irigasi Perpompaan di 
Kabupaten Bogor dan Bekasi 

B.0220/PW.180/G.2/06/2025 R-217/PW.180/G/07/2025 
Tanggal 1 Juli 2025 

Terbit Dan Terlambat 

70 Pengawalan Kegiatan Irigasi Perpompaan di 
Kabupaten Sukabumi dan Cianjur 

B.0221/PW.180/G.2/06/2025 R-367/PW.180/G/07/2025 
Tanggal 21 Juli 2025 

Terbit Dan Terlambat 

71 Pengawalan Kegiatan Irigasi Perpompaan TA 2025 di 
Provinsi Jawa Timur Serta Kabupaten Kediri, 
Jombang, dan Nganjuk  

B.0295/PW.180/G.2/07/2025 R-499/PW.180/G/08/2025 
tanggal 26 Agustus 2025 

Terbit Dan Tepat Waktu 

72 Pengawalan Kegiatan Irigasi Perpompaan TA 2025 di 
Provinsi Jawa Timur Serta Kabupaten Madiun, 
Bojonegoro, dan Ngawi 

B.0296/PW.180/G.2/07/2025 R-476/PW.180/G/08/2025 
tanggal 22 Agustus 2025 

Terbit Dan Tepat Waktu 

73 Pengawalan Kegiatan Irigasi Perpompaan TA 2025 di 
Provinsi Jawa Timur Serta Kabupaten Pacitan, 
Tulungagung, dan Blitar 

B.0297/PW.180/G.2/07/2025 R-98/PW.180/G.2/08/2025 Terbit Dan Terlambat 

74 Pengawalan Kegiatan Irigasi Perpompaan TA 2025 di 
Provinsi Jawa Timur Serta Kabupaten Pamekasan, 
Sumenep, dan Sampang  

B.0298/PW.180/G.2/07/2025 R-509/PW.180/G/08/2025 
tanggal 29 Agustus 2025 

Terbit Dan Terlambat 

75 Pengawalan Kegiatan Irigasi Perpompaan TA 2025 di 
Provinsi Jawa Timur Serta Kabupaten Banyuwangi, 
Situbondo, dan Jember  

B.0299/PW.180/G.2/07/2025 R-588/PW.180/G/10/2025 
tanggal 14 Oktober 2025 

Terbit dan Tepat Waktu 

76 Pengawalan Kegiatan Irigasi Perpompaan TA 2025 di 
Provinsi Jawa Timur Serta Kabupaten Bangkalan, 
Lamongan, dan Pasuruan 

B.0300/PW.180/G.2/07/2025 R-474/PW.180/G/08/2025 
tanggal 20 Agustus 2025 

Terbit Dan Tepat Waktu 

77 Kompilasi Hasil Pengawalan P2B Lingkup Ditjen 
Hortikultura 
  

B.0333/RC.200/G.2/08/2025 R-291/PW.180/G.2/08/2025 
tanggal 19 Agustus 2025 
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78 Kompilasi Hasil Pengawalan Cetak Sawah dan OPLAH 

Periode Juli 2025 
B.0276/PW.180/G.2/07/2025 R-501/PW.180/G/08/2025 

tanggal 26 Agustus 2025 

 

79 Kompilasi Pengawalan Kegiatan Cetak Sawah Periode 
Agustus 2025 

B.366/PW.180/G.2/08/2025 R-323/PW.180/G.2/09/2025 
tanggal 02 September 2025 

 

80 Kompilasi Hasil Pemantauan Cetak Sawah Rakyat TA. 2025 
di Tujuh Provinsi Periode Mei 2025 

Tanpa ST R-193/PW.120/G.2/06/2025, 
tanggal 4 Juni 2025 
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Lampiran 5 
Rekapitulasi Capaian Output Evaluasi Inspektorat I 
 
 

No Kegiatan Nomor ST Nomor LHP Status 

1 
Evaluasi Mandiri AKIP Lingkup Ditjen 
Hortikultura TA 2024 di Bogor 

B.0110/PW.170/G.2/03/2025 R-105/PW.170/G.2/03/2025, 24 Maret 2025  Terbit dan Tepat Waktu 

2 
Finalisasi Hasil Evaluasi Irigasi 
Perpompaan TA 2024 di Bogor 

B.0564/PW.220/G.2/12/2025 
R-529/PW.170/G.2/12/2025, 31 Desember 
2025 

Belum Terbit dan Terlambat 

3 
Finalisasi Hasil Evaluasi Irigasi 
Perpipaan TA 2024 di Bogor 

B.0564/PW.220/G.2/12/2025 
R-530/PW.170/G.2/12/2025, 31 Desember 
2025 

Belum Terbit dan Terlambat 

4 Evaluasi P2B Bangsal TA 2024 B.0478/RC.200/G.2/10/2025 
R-493/PW.170/G.2/12/2025, 29 Desember 
2025 

Terbit dan Terlambat 
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Lampiran 6 
Rekapitulasi Capaian Output Reviu LK dan Reviu RKA-KL Inspektorat I 
 
No Eselon I Judul LHP Nomor ST Nomor LHP 

Reviu RKA-KL 
1 Direktorat Jenderal 

Sarana dan Prasarana 
Melaksanakan Reviu Revisi DIPA lingkup Direktorat 
Jenderal Prasarana dan Sarana TA 2025 Pertanian di 
Bogor 

B.0025/RC.200/G.2/01/2025 R-
081/PW.110/G.2/03/2025 
tanggal 06 Februari 2025 

2 Direktorat Jenderal 
Lahan Irigasi Pertanian 

Melaksanakan Reviu Alokasi Anggaran Standar Biaya 
Keluaran Khusus (SBKK) Kegiatan Rekomendasi 
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 
(RPLP2B) TA 2025 di Jakarta 

B.0013/RC.200/G.2/01/2025 R-
001/PW.110/G.2/01/2025 
tanggal 10 Januari 2025 

3 Direktorat Jenderal 
Sarana dan Prasarana 

Melaksanakan Reviu atas Saldo Belanja Dibayar 
Dimuka (BDD) lingkup Ditjen PSP di Bogor 

B.0061/PW.220/G.2/02/2025 R-035/PW.220/G/04/2025 
tanggal 17 Februari 2025 

4 Direktorat Jenderal 
Hortikultura 

Reviu Pergeseran Anggaran Lingkup Ditjen 
Hortikultura di Jakarta 

B.0083/PW.110/G.2/02/2025 R-068/PW.180/G.2/3/2025 

tanggal 3 Maret 2025 
5 Direktorat Jenderal 

Sarana dan Prasarana 
Melaksanakan Reviu PIPK Lingkup Direktorat 
Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian di Depok 

B.0021/PW.110/G.2/01/2025 R-
019/PW.180/G.2/01/2025 
tanggal 5 Februari 2025 

6 Direktorat Jenderal 
Lahan dan Irigasi 
Pertanian 

Melaksanakan Reviu Atas Hasil Negosiasi Harga 
Pengadaan Barang Jadi atau Setengah Jadi 
Pekerjaan Cetak Sawah Tahun 2024 yang 
Dilaksanakan oleh PT Bara Jasa Mulia di Bogor 

B.0536/RC.200/G.2/11/2025  R-717/PW.110/G/11/2025 
Tanggal 27 November 
2025 

7 Direktorat Jenderal 
Hortikultura 

Melaksanakan Reviu Revisi Anggaran Melalui 
Relokasi dan Buka Blokir Direktorat Jenderal 
Hortikultura TA 2025 di Bogor 

B.0114/RC.200/G.2/03/2025 R-44/RC.220/G.2/03/2025 
tanggal 27 Maret 2025 

8 Direktorat Jenderal 
Lahan Irigasi Pertanian 

Melaksanakan Reviu Buka Blokir Lingkup Ditjen 
Lahan dan Irigasi Pertanian di Bogor 

B.0120/PW.110/G.2/04/2025 R-54/PW.110/G.2/04/2025 

Tanggal 14 April 2025 
9 Direktorat Jenderal 

Lahan Irigasi Pertanian 
Reviu Usulan Perubahan Lokus Kegiatan Cetak 
Sawah dan OPLAH serta Buka Blokir Kegiatan 
Operasional TA 2025 di Bogor 

B.0136/RC.200/G.2/04/2025 R-
167/PW.110/G.2/06/2025 
tanggal 23 Mei 2025 

10 Direktorat Jenderal 
Hortikultura 
  

Reviu Usulan Revisi Anggaran lingkup Ditjen 
Hortikultura TA 2025 

B.0149/PW.110/G.2/04/2025 R-67/PW.110/G.2/05/2025 
tanggal 7 Mei 2025 
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11 Direktorat Jenderal 

Lahan Irigasi Pertanian 
Melaksanakan Reviu Pergeseran Target Kegiatan 
Cetak Sawah TA 2025 di Bogor 

B.0194/RC.200/G.2/05/2025 R.204/PW.110/G.2/06/2025 
tanggal Juni 2025 

12 Direktorat Jenderal 
Hortikultura 

Reviu Usulan Revisi Anggaran lingkup Ditjen 
Hortikultura di Bogor 

B.0209/PW.110/G.2/06/2025 R-
212/PW.100/G.2/06/2025 
tanggal 26 Juni 2025 

13 Direktorat Jenderal 
Lahan Irigasi Pertanian 

Reviu Persiapan Pengusulan DIPA Ditjen Lahan dan 
Irigasi Pertanian TA 2025 di Bogor 

B.0226/PW.110/G.2/06/2025 R-
218/PW.110/G.2/07/2025 
tanggal 1 Juli 2025 

14 Direktorat Jenderal 
Lahan Irigasi Pertanian 

Melaksanakan Reviu Buka Blokir Eksternal Untuk 
Benih Jagung dan Konstruksi Cetak Sawah dan 
optimasi Lahan di Bogor 

B.0303/PW.110/G.2/07/2025 R-
271/PW.110/G.2/07/2025 
tanggal 25 Juli 2025 

15 Direktorat Jenderal 
Hortikultura 

Reviu Rencana Kerja Pagu Anggaran Lingkup 
Direktorat Jenderal Hortikultura TA 2026 

B.0321/PW.180/G.2/08/2025 R-
278/PW.110/G.2/08/2025 
tanggal 5 Agustus 2025 

16 Direktorat Jenderal 
Lahan Irigasi Pertanian 

Reviu Rencana Kerja Pagu Anggaran Lingkup 
Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian TA 
2026 

B.0322/PW.180/G.2/08/2025 R-
328/PW.110/G.2/08/2025 
tanggal 5 Agustus 2025 

17 Direktorat Jenderal 
Lahan Irigasi Pertanian 

Laporan Hasi reviu atas Rencana Alokasi dan 
Anggaran Kegiatan Cetak Sawah dan SD Cetak 
Sawah TA 2025 pada Ditjen LIP 

B.0326/RC.200/G.2/08/2025 R-
285/PW.110/G.2/05/2025 
tanggal 13 Agustus 2025 

18 Direktorat Jenderal 
Lahan Irigasi Pertanian 

Reviu Persiapan Revisi DIPA II Ditjen Lahan dan 
Irigasi Pertanian TA 2025 

B.0335/PW.110/G.2/08/2025 R-
296/PW.110/G.2/08/2025 
tanggal 22 Agustus 2025 

19 Direktorat Jenderal 
Lahan Irigasi Pertanian 

Reviu Rencana Buka Blokir Konstruksi Cetak Sawah 
TA 2025 di Bogor 

B.0361/PW.110/G.2/08/2025 R-
301/PW.110/G.2/09/2025 
tanggal 28 Agustus 2025 

20 Direktorat Jenderal 
Hortikultura 

Reviu Buka Blokir lingkup Eselon I Ditjen Hortikultura 
TA 2025 di Bogor 

B.0365/PW.110/G.2/08/2025 R-
312/PW.110/G.2/08/2025 
tanggal 29 Agustus 2025 

21 Direktorat Jenderal 
Lahan Irigasi Pertanian 
 
 
  

Reviu Data Pertanggungjawaban Kegiatan LIP yang 
belum terbayarkan pada DIPA PSP TA 2025 di Bogor 

B.0374/PW.110/G.2/09/2025 R-
339/PW.110/G.2/09/2025 
tanggal 17 September 
2025 
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22 Direktorat Jenderal 

Hortikultura 
Reviu RKBMN TA 2027 Lingkup Ditjen Hortikultura di 
Bogor 

B.0375/PW.140/G.2/09/2025 R-320/PW.140/G.2/9/2025 
tanggal 8 September 2025 

23 Direktorat Jenderal 
Hortikultura 

Reviu Buka Blokir Kegiatan HDDAP TA 2025 Lingkup 
Ditjen Hortikultura di Bogor 

B.0376/PW.110/G.2/09/2025 R-
320/PW.110/G.2/09/2025 
tanggal 24 September 
2025 

24 Direktorat Jenderal 
Hortikultura 

Reviu HDDAP (Lanjutan) Lingkup Ditjen Hortikultura 
TA 2025 

B.0398/RC.200/G.2/09/2025 R-
320/PW.110/G.2/09/2025 
tanggal 24 September 
2025 

25 Direktorat Jenderal 
Lahan Irigasi Pertanian 

Reviu Peralihan Aset dari Satker Ditjen PSP ke Ditjen 
LIP TA 2025 di Bogor 

B.0400/RC.200/G.2/09/2025 R-
351/PW.140/G.2/09/2025 
tanggal 29 September 
2025 

26 Direktorat Jenderal 
Hortikultura 

Reviu Pergeseran Anggaran Mendukung RO 
Kawasan Bawang Putih TA 2025 di Bogor 

B.0405/RC.200/G.2/09/2025 R-
355/PW.110/G.2/09/2025 
tanggal 29 September 
2025 

27 Direktorat Jenderal 
Lahan Irigasi Pertanian 

Reviu Penyelesaian Belanja Dibayar Dimuka (BDD) 
TA 2024 Lingkup Ditjen LIP di Bogor 

B.0406/RC.200/G.2/09/2025 R-
352/PW.140/G.2/10/2025 
tanggal 29 September 
2025 

28 Direktorat Jenderal 
Hortikultura 

Reviu RKA-KL Lingkup Ditjen Hortikultura TA 2026 di 
Bogor 

B.0414/PW.110/G.2/09/2025 B.375/PW.140/G.2/10/2025 
tanggal 14 Oktober 2025 

29 Direktorat Jenderal 
Hortikultura 

Reviu Revisi Anggaran TA 2025 Dalam Rangka 
Penyelesaian Utang kepada Pihak Ketiga Lingkup 
Ditjen Hortikultura 

B.0435/PW.140/G.2/09/2025 R-
365/PW.140/G.2/10/2025 
tanggal 08 Oktober 2025 

30 Direktorat Jenderal 
Lahan Irigasi Pertanian 

Reviu Persiapan DIPA III pada Direktorat Jenderal 
Lahan dan Irigasi Pertanian TA 2025 

B.0450/PW.110/G.2/10/2025 R-
376/PW.140/G.2/10/2025 
tanggal 14 Oktober 2025 

31 Direktorat Jenderal 
Hortikultura 
  

Reviu Persiapan Pengadaan Kegiatan HDDAP TA 
2025 di Bogor 

B.0462/PW.140/G.2/10/2025 B-389/PW.140/G.2/10/2025 
tanggal 28 Oktober 2025 

32 Direktorat Jenderal 
Hortikultura 

Reviu Usulan Revisi Anggaran Lingkup Direktorat 
Jenderal Hortikultura TA 2025 di Bogor 

B.0475/PW.110/G.2/10/2025 R-
391/PW.140/G.2/10/2025 
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33 Direktorat Jenderal 
Lahan Irigasi Pertanian 

Melaksanakan Reviu Atas Hasil Negosiasi Harga 
Pengadaan Barang Jadi atau Setengah Jadi 
Pekerjaan Cetak Sawah Tahun 2024 yang 
Dilaksanakan oleh PT Bara Jasa Mulia di Bogor 

B.0537/RC.200/G.2/11/2025 R-709/PW.110/G/11/2025 
tanggal 27 November 2025 

34 Direktorat Jenderal 
Lahan Irigasi Pertanian 

Reviu Revisi DIPA Ditjen Lahan dan Irigasi Pertanian 
TA 2025 di Bogor 

B.0481/PW.110/G.2/10/2025 R-
755/PW.110/G.2/12/2025 
tanggal 31 Desember 2025 

35 Direktorat Jenderal 
Lahan Irigasi Pertanian 

Melaksanakan Reviu Atas Hasil Negosiasi Harga 
Pengadaan Barang Jadi Atau Setengah Jadi 
Pekerjaan Cetak Sawah Tahun 2024 Yang 
Dilaksanakan Oleh PT Tri Muda Disertifikasi Di Bogor 

B.0544/PW.110/G.2/11/2025 R-
425/PW.110/G.2/11/2025 
tanggal 24 November 2025 

Reviu Laporan Keuangan 
36 Direktorat Jenderal 

Hortikultura 
Reviu Laporan Keuangan Eselon I Ditjen Hortikultura 
Semester II Tahun 2024 di Bogor 

B.0064/PW.140/G.2/02/2025 R-
048/PW.140/G.2/04/2025 
tanggal 19 Februari 2025 

37 Direktorat Jenderal 
Hortikultura 

Reviu Laporan Keuangan Eselon I Semester I TA 
2025 Ditjen Hortikultura di Bogor (17 - 18 Juli 2025) 

B.0282/PW.140/G.2/07/2025 R-
267/PW.110/G.2/08/2025 
tanggal 22 Juli 2025 

38 Direktorat Jenderal 
Lahan Irigasi Pertanian 

Reviu Laporan Keuangan Satker Ditjen Lahan dan 
Irigasi Pertanian Triwulan III TA 2025 di Bogor 

B.0463/PW.140/G.2/10/2025 B-393/PW.140/G.2/10/2025 
tanggal 30 Oktober 2025 

39 Direktorat Jenderal 
Hortikultura 

Melaksanakan Reviu Laporan Keuangan HDDAP di 
Jakarta 

B.0102/PW.140/G.2/03/2025 R-
131/PW.140/G.2/04/2025 
tanggal 24 Maret 2025 

40 Direktorat Jenderal 
Hortikultura 

Reviu Laporan Keuangan Lingkup Ditjen Hotikultura di 
Bogor 

B.0027/PW.140/G.2/01/25 R-
076/PW.140/G.2/03/2025 
tanggal 13 Maret 2025  

41 Direktorat Jenderal 
Sarana dan Prasarana 

Reviu Laporan Keuangan Lingkup Ditjen PSP di 
Depok 

B.0040/PW.140/G.2/01/2025 R-
032/PW.140/G.2/02/2025 

 

tanggal 11 Februari 2025  
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